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 Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kebijakan luar negeri Turki terhadap 
Israel pada masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan selama satu periode yakni 
dari tahun 2014 hingga 2018. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 
wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan konsep 
kepentingan nasional, empat elemen dasar kepentingan nasional telah diimplementasikan 
dengan baik oleh Turki dengan lima prinsip dasar yang dianut. Kepentingan nasional Turki 
mengarah kepada empat  hal yaitu menjadi bridge country, kesejahteraan ekonomi, menjadi 
negara yang berpengaruh dikawasan dan global serta menjaga keamanan wilayah. 
Kemudian peneliti mencoba menganalisa menggunakan model aktor rasional dalam teori 
pilihan rasional. Dengan model ini dapat diketahui bahwa kebijakan nasional Turki 
terhadap Israel lebih banyak bersifat negatif daripada positif. Penyebabnya adalah 
kepentingan nasional dan  keuntungan yang didapatkan oleh Turki jauh lebih banyak jika 
mengecam Israel bukan mendukungnya. Isu yang mendapatkan respon dari Turki adalah 
kebijakan Israel untuk Palestina perihal pemukiman ilegal yang dibangun, pelarangan 
ibadah di Haram Al-Sarif, rancangan Undang-Undang pelarangan Adzan, dan pembunuhan 
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This research seeks to answer how Turkey's foreign policy towards Israel during the reign 
of President Recep Tayyip Erdogan for one period, from 2014 to 2018. The method used 
was descriptive qualitative with interviews and documentation as data collection 
techniques. Based on the concept of national interest, the four basic elements of national 
interest have been well implemented by Turkey with five basic principles adopted. Turkey's 
national interests lead to four things: becoming a bridge country, economic prosperity, 
becoming a country that influences the region and globally and maintaining regional 
security. Then the researcher tried to analyze using rational actor models in rational choice 
theory. With this model, it can be seen that Turkey's national policy towards Israel is more 
negative than positive. The cause is national interest and the benefits gained by Turkey are 
far more if they criticize Israel rather than support it. The issue that received a response 
from Turkey was Israel's policy on Palestine regarding illegal settlements built, the 
prohibition of worship in Haram Al-Sarif, the draft Law on the prohibition of Adhan, and 
the killing of Palestinian demonstrators. 
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A. LATAR BELAKANG  
Turki merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang 
memiliki kekuatan cukup besar dan berpengaruh di kawasan tersebut. Pada 
posisinya, Turki memiliki kekuatan geopolitik yang menguntungkan karena 
dekat dengan kawasan Eropa, Asia dan Timur Tengah sehingga dalam 
menjalankan urusan kenegaraan, Turki pasti akan terlibat berbagai isu baik 
regional maupun internasional.2 Setelah masa kejayaan Ottoman usai pada 
bulan Maret 1924, Turki mengikrarkan diri menjadi negara sekuler dengan 
pimpinan baru Mustafa Kemal Attaturk dengan menghapuskan negara 
khilafah dari Turki.3 Dalam pemikirannya, Ataturk menganggap bahwa 
mengubah Turki menjadi seperti orang-orang Barat adalah cara yang tepat 
untuk membawa Turki bangkit. Keikutsertaan Islam kedalam politik 
merupakan pertanda bahwa Islam mengalami kemunduran. Sehingga 
sekularisasi adalah cara yang tepat untuk membuat Turki mengarah pada 
peradaban modern.4 
                                                             
2 Boris Várhelyi, “Turkish Foreign Policy towards Israel” (Bachelor’sthesis, University of 
Masarykiana Brunensis; 2014), 6  
3 Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A, Pemikiran 
Politik Islam Dari Masa Klasik Hngga Indonesia Kontemporer (Kencana: 2010),111 
4 Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, (Montreal: McGill University 
Press, 1953), 465 



































 Negara sekuler bagi Mustafa Kemal Ataturk tidak lepas dari peran 
militer sebagai pendukung segala macam kebijaka nnya.5 Sehingga 
kekuatan militer adalah salah satu kunci bagi kelanggengan kebijakan 
Ataturk. Namun seiring berjalannya waktu sekularisme dirasa tidak cocok 
bagi perkembangan dan eksistensi Turki. Penyebabnya adalah kekuatan 
militer yang mengawal sekaligus melindungi kebijakan atau konstitusi 
Mustafa Ataturk mulai melemah.6 
Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa sekularisme ala Ataturk 
tidak cocok dengan kebutuhan negara sehingga eksistensi Turki mulai 
berkurang pada saat itu. Puncaknya adalah ketika gelombang demokrasi 
mulai menyebar diseluruh penjuru pada tahun 1980 serta keinginan Turki 
untuk bergabung di Uni Eropa menyebabkan banyak orang Turki mulai 
sadar bahwa sekularisme sudah bukan pilihan yang tepat.7 Hal tersebut 
membuat banyak berdirinya partai yang berbasis Islam. Namun dalam 
perjalanan demokrasi Turki masih dikuasai oleh partai nasionalis sekuler. 
Bahkan, partai yang berideologi Islam banyak yang dibekukan karena 
dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.8 
Hal tersebut tidak membuat pejuang Islamisasi di Turki berhenti. 
Tepatnya pada 14 Agustus 2001 Recep Tayyip Erdogan bersama dengan 
Abdullah Gul mendirikan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)  yang berhasil 
                                                             
5 Várhelyi, “Turkish Foreign Policy towards Israel”, 7 
6 Metin Heper, “Islam, Modernity, and Democracy in Contemporary Turkey: The Case of 
Recep Tayyip Erdoğan” (Researchgate, Bliket University, 2003), 10  
7Ahmad Junaidi, ”Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki 
Kontemporer” (Skripsi, Yogyakarta, 2016), 3 
8Ibid, 3 



































memenangkan pemilu pada 2002.9 Kemudian tepat pada tahun 2007, ketika 
AKP dipimpin oleh Erdogan berhasil memenangkan jabatan strategis yakni 
Presiden yang diisi oleh Abdullah Gul dan Perdana Menteri yang diisi oleh 
Recep Tayyip Erdogan sekaligus menguasai kursi parlemen.10 Kemudian 
ketika jabatannya sebagai Perdana Menteri telah selesai pada tahun 2014, 
Erdogan mencoba peruntungannya untuk mencalonkan diri sebagai 
Presiden pada 10 Agustus 2014 dan terpilih untuk menjadi presiden selama 
lima tahun kedepan.11 
Presiden Erdogan begitu cepat mendapatkan simpati dari rakyat 
Turki. Hal tersebut bukan karena programnya perihal kemanan, ekonomi  
maupun sekularismenya melainkan justru karena pogram Islamisasinya. 
Turki di bawah kepemimpinan Erdogan tentu mengalami perubahan dalam 
mengatur negaranya. Dengan gaya pemerintahannya yang berbasis Islam 
tentu berpengaruh juga pada kebijakan luar negeri yang diambil. Saat ini 
Turki lebih mendekat dengan negara-negara Islam yang dibuktikan dengan 
bagaimana Turki merespon konflik antara Israel dan Palestina serta berbagai 
keikutsertaan Turki dalam isu-isu Islam. Salah satu yang menjadi sorotan 
adalah bagaimana kelanjutan hubungan bilateral antara Turki dan Israel 
yang notabene dalam sejarahnya memiliki hubungan yang dekat.  
                                                             
9 “Political Partis in Turkey”, http://www.allaboutturkey.com: “Result of Parlementary 
Election 3 November 2002, dalam http://www.eng.akp.org, diakses pada 2 Oktober 2018 
10 Political Partic and Election System”, http://turkisembassy.org, diakses pada 2 Oktober 
2018 
11 Ahmad Junaidi, ”Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki 
Kontemporer”, 6  



































Dalam sejarahnya hubungan bilateral Turki dan Israel dalam bidang 
keamanan memang sering kali naik turun atau tidak stabil. Hubungan kedua 
negara ini dimulai ketika Turki mengakui legitimasi Israel pada tahun 
1949.12 Pada masa itu adalah masa Perang Dingin yang mengharuskan 
negara-negara Arab menjalin hubungan dengan Uni Soviet dan melawan 
Amerika Serikat sekaligus sekutunya yaitu Israel. Namun Turki menjaga 
stabilitas kebijakannya agar tetap seimbang antara Isarel dengan  negara-
negara Arab.13  Hal tersebut bisa saja dilakukan oleh Turki karena dua 
faktor. Pertama adalah faktor kepentingannya dengan Israel tetapi disisi lain 
yakni latar belakang budaya yang sama antara Turki dan negara-negara 
Arab menjadi faktor kedua. Turki membuka hubungan diplomatik pertama 
kali dengan Israel yang ditandai dengan penyerahan diplomatic credentials 
kepada Israel yang diterima oleh Presiden Israel saat itu yakni Chaim 
Weizmann.14 Namun pada bulan September 1997, Turki menerima banyak 
kritikan keras dari negara-negara OKI pada KTT kedelapan di Taheran 
karena kedekatan hubungannya dengan Israel.15 
 Pada bulan April 2002, Israel melakukan serangan kepada camp 
pengungsi Jenin di Tepi Barat yang menyebabkan banyak warga sipil Turki 
yang menjadi korban. Hal tersebut membuat rakyat dan Pemerintah Turki 
                                                             
12 Ibid 37   
13 Ibid 37-38 
14 “Kurdish and Israeli flags out at the referendum rally”, Adam Mirani, dilihat 27 April 
2018, https://www.telesurtv.net/english/news/Why-Does-Israel-Support-an-Independent-Iraqi-
Kurdistan--20170923-0023.html, 
15 S. Bolukbasi, “Behind the Turkish-Israeli alliance: A Turkish view” (Journal of Palestine 
Studies, Autumn, 1999), 101-105 



































menjadi geram dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Selanjutnya pada 
bulan November 2002, Recep Tayyip Erdogan memenangkan pemilihan 
parlemen yang semakin menyebabkan hubungan Turki dan Israel menjadi 
semakin tidak berkembang.16 Selanjutnya pada Perang Irak tepatnya tahun 
2003, rakyat dan Pemerintah Turki semakin membenci Israel sebagi sekutu 
Amerika Serikat sekaligus menunjukkan bahwa Israel menjalin hubungan 
dekat dengan Kurdi.17 Artinya secara tidak langsung Israel juga menjalin 
hubungan dengan PKK yang dianggap teroris oleh Turki. 
 Pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana 
Menteri Turki pada tahun 2002, kebijakan luar negeri yang diterapkan tidak 
mengalami perubahan yang signifikan dari sebelumnya. Dimana 
sebelumnya arah kebijakan luar negeri Turki lebih kearah sekuler tepatnya 
pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk, sehingga dasar-dasar 
agama tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan.18 Artinya, melihat fakta-
fakta diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri Turki berubah 
yang awalnya selalu berpihak pada kepentingan dunia Islam berubah setelah 
menjadi republik sehingga Turki lebih merapat kepada negara-negara 
sekuler pula seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Pada tahun 
2007 Recep Tayyip Erdogan kembali terpilih untuk menjadi Perdana 
                                                             
16 Wang Bo, “A Research on the Causes of Turkey-Israel Discord” (Journal of Middle 
Eastern and Islamic Studies in Asia, VI. 6, No. 1, 2012),  38 
17 S. Alpay,  “The complexities of Turkey’s relationship with Israel,” Today’s Zaman, 
(2009) dalam Wong Bo, “A Research on the Cause of Turkey-Israel Discord’, (Shanghai 
International Studies University, 2009), 38  
18 Ali Mukti, Islam dan Sekulerisme di Turki Modern (Jakarta: Djambatan,1994) 145 



































Menteri Turki, sehingga sejak saat itu arah kebijakan luar negeri Turki lebih 
berpihak pada dunia Islam.19 
 Puncak memanasnya hubungan kedua negara adalah peristiwa Mavi 
Marmara pada tahun 2010.20 Tragedi Mavi Marmara adalah peristiwa 
pemberian bantuan kepada Palestina oleh para aktivis Turki tetapi diserang 
oleh tantara Israel. Akibat penyerangan tersebut mengakibatkan sembilan 
korban tewas dan ratusan luka-luka.21 Kejadian tersebut membuat Turki 
menuntut tiga hal kepada Israel. Pertama adalah menuntut Israel untuk 
meminta maaf secara langsung, kedua adalah pembayaran kompensasi 
kepada keluarga korban, dan ketiga adalah membuka blokade Gaza agar 
Turki dapat mengirim bantuan kepada Palestina dengan mudah. Namun 
Israel menolak dengan tegas hingga menyebabkan Turki menarik Duta 
Besarnya yang artinya memutuskan hubungan diplomatik antar kedua 
negara.22 
Pada tahun 2014, Recep Tayyip Erdogan terpilih menjadi presiden 
yang semakin memperbesar kekuasaannya. Berbagai peristiwa terjadi dalam 
aspek keamanan antar kedua negara dalam kurun waktu empat tahun 
terakhir. Seperti pada tahun 2016 terjadi pemulihan hubungan diplomatik 
kedua negara dan kembali terjadi saling pengusiran diplomat kedua negara 
                                                             
19 M. Afan Alfian, “Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki” (Vol 
iv, No 1, 2014), 34    
20 Muhammad Zikril Aziz, “Normalisasi Hubungan Diplomatik Turki-Israel Tahun 2016” 
(vol 5, No 1, 2018), 2 
21 Rusiani dan Toto Suparto, Obama di Balik Aksi Yahudi (Yogyakarta: Galang Press, 
2010), 145  
22 Amalia Putri Handayani, “Kebijakan Turki Memutuskan Kerjasama Militer Dengan 
Israel Tahun 2010” ( Jurnal Transnasional, 3, No 2, 2012), 43  



































pada tahun 2018. Selain itu, masih banyak pula pernyataan-pernyataan 
Erdogan dalam merespon Israel dalam bidang keamanan.23 Pernyataan 
tersebut  seperti kritik pada pemukiman ilegal yang dibangun di Tepi Barat, 
ancaman pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel apabila Amerika 
Serikat mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel, dan ancaman 
noemalisasi karena Israel membunuh demonstran Palestina.24 
Hubungan bilateral Turki dan Israel dalam bidang keamanan lebih 
menarik untuk dikaji daripada bidang ekonomi, karena Turki sangat agresif 
dalam merespon Israel perihal keamanan dibandingkan dengan hubungan 
bidang ekonomi yang tidak terpengaruh dengan hubungan diplomatik kedua 
negara. Fakta ini dikatakan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan bahwa 
perdagangan tidak secara keseluruhan berhenti karena nilainya 3,5 milyar 
dolar pada tahun 2010 lalu.25 Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti 
kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel pada era pemerintahan Recep 
Tayyip Erdogan yakni pada tahun 2014 hingga 2018 tepatnya satu periode 
kepemimpinan Erdogan.  
  
                                                             
23 Ibid 44 
24 Ibid 44 
25  VOA, “Turki Tangguhkan Hubungan Industri Pertahanan dengan israel”, diakses pada 
1 April 2019, dalam https://voaindonesia.com/amp/97873.html?espv=1 



































B. RUMUSAN MASALAH  
Dari latar belakang tersebut, maka penulis mendapatkan rumusan 
masalah berupa:  
“Bagaimana kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel dalam 
bidang keamanan di era kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan pada tahun 
2014 hingga 2018?” 
C. TUJUAN PENELITIAN  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan 
dapat diperoleh dari penelitian ini adalah  
“Mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel 
pada satu periode kepemimpinan Erdogan yakni pada tahun 2014 hingga 
2018” 
D. MANFAAT PENELITIAN  
Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dapat dikategorikan 
menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan praktis. 
1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 
referensi atau sumber rujukan bagi perkembangan ilmu hubungan 
internasional.Mengetahui fakta-fakta dibalik fenomena yang terjadi dan 
perpolitikan internasional saat ini. 
 
 



































2. Manfaat Praktis  
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai diagnosa 
dalam mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Turki untuk Israel 
ketika Presiden Erdogan memimpin, sehingga dapat digunakan sebagai 
rujukan pertimbangan dalam membuat strategi yang baru atau membuat 
kebijakan yang lainnya. 
E. DEFINISI KONSEPTUAL 
 Dalam membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah, 
peneliti menggunakan konsep sebagai berikut: 
  Kemanan 
Keamanan adalah ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang 
dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Menurut Simon 
Dalby, dimensi keamanan telah berubah seiring dengan berjalannya 
waktu, dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai 
menuju perspektif non-tradisional yang mengedepankan human 
security dan aspek lainnya.26 Terdapat tiga tingkatan keamanan dalam 
masalah kehidupan manusia yaitu keamanan individu, nasional dan 
internasional, namun pada dasarnya konsep inti dari ketiganya adalah 
kemanan nasional.  
Menurut Buzan, terdapat lima pendekatan dalam kemanan. 
Namun dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas lebih dalam 
                                                             
26  Simon Dalby, Environmental Security, ( London: U of Minnesota Press, 2002),  102-
103  



































tentang keamanan negara. Keamanan negara adalah keamanan yang 
mencakup interaksi antara dua tingkat dan kekuatan yaitu kemampuan 
defensif dan persepsi militer tentang intensi masing-masing pihak. 
Sedangkan keamanan politik adalah keamanan yang mencakup 
kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem 
pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi keduanya.27 
F. ARGUMENTASI UTAMA  
 Argumentasi utama yang diajukan oleh peneliti adalah : 
 Peneliti berargumentasi bahwa kebijakan luar negeri Turki terhadap 
Israel pada satu periode kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan 
adalah lebih condong bersifat negatif karena berbentuk kecaman, sindirian, 
kritik dan pemutusan hubungan diplomatik. Melihat apa yang telah 
dilakukan oleh Israel terhadap Turki lebih banyak merugikan Turki, maka 
respon kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Turki wajar jika lebih banyak 
bersifat negatif. Respon berupa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan 
merupakan pilihan rasional yang tepat bagi Turki untuk mempertahankan 
kedaulatan dan harga diri negaranya. Segala bentuk kebijakan luar negeri 
yang diambil oleh Turki tentu atas pertimbangan kepentingan nasional yang 
dimiliki.  
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
                                                             
27 Barry Buzan,People, States and Fear: An Agenda For Internastional Security Studies 
in the Post-Cold War Era ( Rowman and Littlefirld International, UK: 2007), 112-114 



































 Bentuk dari hasil penelitian yang berjudul Kebijakan Luar Negeri 
Turki Terhadap Israel era Recep Tayyip Erdogan tahun 2014 sampai 2018 
akan disusun menjadi lima bab. Berikut akan diuraikan sistematika 
pembahasan pada setiap bab:   
 Pada bab pertama, peneliti akan memberikan gambaran awal 
mengenai latar bakang masalah yang akan diteliti serta alasan mengapa 
peneliti mengangkat topik ini untuk diteliti. Setelah latar belakang, peneliti 
memaparkan rumusan masalah yang diajukan untuk mencari jawabannya. 
Selain itu akan dipaparkan pula perihal tujuan sekaligus manfaat dari 
penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah uraian mengenai 
definisi konseptual untuk menyamakan pengertian dari definisi setiap 
variabelyang termasuk dalam penelitian. Dalam bab ini juga akan dijelaskan 
mengenai sistematika pembahasan sebagai pedoman dan runtutan tiap bab 
yang akan dibahas dalam penelitian ini.  
   Pada bab kedua, peneliti akan memaparkan mengenai kajian pustaka 
yakni penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan memeiliki 
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu 
berguna untuk memaparkan antara persamaan dan perbedaan antar 
penelitian. Setelah itu akan dipaparkan pula mengenai lansan konseptual 
dan teori pilihan rasional yang digunakan oleh peneliti guna menjawab 
rumusan masalah yang diajukan. Peneliti menggunakan konsep kebijakan 
luar negeri dan kepentingan nasional, serta teori pilihan rasional  



































 Pada bab ketiga, peneliti akan memaparkan metode penelitian yang 
akan digunakan oleh peneliti seperti pendekatan, jenis penelitian, lokasi dan 
waktu penelitian, tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisa 
data, hingga alur penelitian atau logika penelitian.  
 Pada bab keempat, peneliti akan memaparkan data yang telah 
didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Data yang disajikan berupa 
data primer dan data sekunder. Data akan disajikan dalam bentuk uraian 
tulisan, gambar, dan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dalam bab 
ini juga akan diuraikan proses dalam melaksanakan penelitian mulai dari 
tahap sebelum hingga sesudah penelitian. Hasil penelitian yang telah 
didapatkan akan dijelaskan secara runtut sesuai dengan rumusan masalah 
dan fokus penelitian perihal kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel era 
Erdogan tahun 2014-2018. Selanjutnya berisi analisa dari data yang telah 
diperoleh akan dikorelasikan dengan teori yang akan digunakan oleh 
peneliti. Peneliti akan menganalisa temuan yang didapatkan dengan konsep 
kebijakan luar negeri, kepentingan nasional dan model aktor rasional dalam 
teori pilihan rasional. 
   Pada bab lima ini, peneliti memberikan pemaparan mengenai 
kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga 
memberikan saran bagi penelitian-penelitian terkait yang akan dilakukan di 
waktu yang akan datang. 




































KAJIAN TEORITIK  
A. TINJAUAN PUSTAKA  
Penelitian perihal kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel pada 
masa satu periode kepemimpinan Erdogan adalah untuk mengetahui bentuk-
bentuk kebijakan luar negeri Turki dalam merespon Israel setelah Erdogan 
memegang kekuasaan Turki terutama dalam bidang keamanan. Sebagai 
bahan pembanding sekaligus pelengkap, peneliti akan mengulas beberapa 
penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini.  
Penelitian pertama adalah karya Aybars Görgülü dan Sabiha 
Senyücel Gündoğar yang berjudul Energy Relations Between Turkey and 
Israel. 28 Penelitian ini menjelaskan bagaimana potensi yang dimiliki oleh 
kawasan Timur Tengah terutama di Turki dan Israel yang memiliki potensi 
besar untuk menjadi keuntungan. Turki dan Israel masing-masing telah 
melakukan kerjasama dalam berbagai hal salah satunya adalah dibidang 
energi. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa Israel adalah salah satu 
negara yang memiliki potensi dalam hal energi berupa gas. Bahkan 
dijelaskan bahwa Israel akan mampu mengekspor gas dengan jumlah total 
440-450 bcmtahun 2040.  
                                                             
28Aybars Görgülü dan Sabiha Senyücel Gündoğar, “Energy Relations Between Turkey 
and Israel” (Research and Innovation programme under grant agreement, Menara,No 693244, 3, 
2016),  7 



































Jurnal tersebut tentu saja berbeda dengan penelitian yang akan 
dilakukan peneliti dalam skripsi ini. Penelitian yang akan dilakukan oleh 
peneliti berfokus pada kebijakan luar negeri Turki tentang keamanan dari 
tahun 2014 hingga 2018,  bukan dalam hal energi dari tahun 2014 hingga 
2016 seperti dalam jurnal tersebut. Selain itu, energi tergolong dalam bidang 
ekonomi bukan kemanan, sehingga dapat terlihat jelas perbedaan dari 
penelitian yang akan dilakukan.  
Penelitian kedua yang dapat digunakan sebagai pembanding adalah 
jurnal karya Karen Kaya yang berjudul Turkey and Israel in New Middle 
East.29 Jurnal ini memprediksi bagaimana hubungan antara Turki dan Israel 
kedepannya. Berbagai penghianatan yang pernah dilakukan oleh Israel 
terhadap Turki tidak akan menjadikan hubungan kedua negara seperti pada 
masa Ataturk, karena militer Turki tidak lagi mendapatkan suara dalam 
kebijakan luar negeri layaknya pada masa sekulerisasi era Ataturk. Masa 
depan hubungan Turki dan Israel bisa dikatakan sebagai jenis yang baru dan 
unik karena keduanya tidak hanya cukup normalisasi pasca konflik apapun 
tetapi lebih dikatakan sebagai “normalisasi dingin”.  
Fakta menyebutkan bahwa hubungan militer sempat beku tapi 
hubungan komersial tidak. Kedua negara telah berkomitmen bahwa 
hubungan perdagangan tidak akan terpengaruh dengan krisis diplomatik. 
Artinya penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan perdagangan akan tetap 
                                                             
29 Karen Kaya, “Turkey and Israel in a New MiddleEast” (FMSO Publications, United 
States, 2013),  6 



































berjalan antar kedua negara meskipun hubungan diplomatik tidak terjalin 
atau bermasalah.  
Penelitian ini tentu saja berbeda dengan skripsi yang akan diteliti 
oleh peneliti karena pada jurnal ini membahas tentang hubungan kedua 
negara dalam situasi dan kondisi kawasan Timur Tengah yang telah 
berubah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh  peneliti adalah 
mengenai kebijakan luar negeri Turki dalam bidang keamanan terhadap 
Israel. Penelitian tersebut masih memiliki keterkaitan dengan penelitian 
yang akan dilakukan oleh peneliti karena dapat menjawab pula apakah 
prediksi tersebut telah terjadi atau belum,serta melihat bagaimana hubungan 
diplomatik kedua negara ketika Recep Tayyip Erdogan memimpin Turki. 
Penelitian ketiga adalah penelitian karya Mirac Yazici yang berjudul 
Describing Turkey Israel Relatioship With Its Trade Dimension.30 
Penelitian tesebut menjelaskan sekaligus mengungkapkan keterkaitan 
antara hubungan diplomatik kedua negara dengan hubungan perdagangan. 
Berbagai permasalahan atau gelombang krisis yang terjadi dalam hubungan 
kedua negara dari tahun 1955 hingga tahun 2015. Penelitian ini sekaligus 
menjawab kebenaran apakah hubungan diplomatik memang tidak 
berpengaruh dengan kerjasama ekonomi kedua negara. Dalam periode 
1995-2015, ekspor Turki ke Israel meningkat 6,1%, impornya dari Israel 
meningkat sebesar 5,2 %, dan volume perdagangan kedua negara meningkat 
                                                             
30 Mirac Yazici, “Describing Turkey Israel RelationshipWith Its Trade Dimension 
(Researchgate United Kingdom, IV, 2016),  4 



































4,3%. Padahal sejak tahun 2010 Turki telah memutuskan hubungan 
diplomatik dengan Israel karena peristiwa Mavi Marmara. Dan keduanya 
baru memulai kembali hubungan diplomatik pada tahun 2016.  
Fakta tersebut menjelaskan bahwa memang kerjasama perdagangan 
kedua negara tidak terpengaruh dengan hubungan diplomatiknya. Fakta lain 
yang terungkap adalah bahwa Turki lebih pasif dalam merespon hubungan 
perdagangan keduanya, namun lebih agresif jika menyangkut isu keamanan. 
Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 
peneliti. Penelitian ini fokus dalam bidang ekonomi dari tahun 1955 hingga 
2015. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 
kebijakan luar negeri Turki dalam bidang kemanan sejak tahun 2014 hingga 
2018. Kebijakan luar negeri Turki tentang kemanan terhadap Israel belum 
banyak diteliti. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti masih 
tergolong baru dan menarik untuk diteliti.  
Penelitian keempat adalah karya dari Wang Bo yang berjudul A 
Research on the Causes of Turkey-Israel Discord.31 Penelitian ini 
menjelaskan mengenai alasan-alasan yang menjadi penyebab renggangnya 
hubungan kedua negara. Dari penelitian yang dilakukan oleh Wang Bo 
terdapat tiga hal yang menjadi alasan utama. Pertama adalah pengaruh 
ideologi pribadi sekaligus karakteristik pemimpin politik. Kedua adalah 
perubahan situasi politik dan sosial yang berkembang di antara dua negara. 
                                                             
31 Wang Bo, “A Research on the Causes of Turkey-Israel Discord”, 41 



































Ketiga adalah internasionalisasi atau perubahan politik regional dan 
internasional akibat konflik kawasan. Penelitian tersebut menjelaskan 
bahwa karakteristik para pemimpin sekaligus konstelasi politik baik 
domestik dan kawasan menjadi alasan kebijakan luar negeri diterapkan atau 
dikeluarkan sehingga mempengaruhi hubungan antar dua negara.  
Dalam penelitian ini pula dijelaskan bahwa hubungan antara Turki 
dan Israel yang memburuk akan memberikan dampak situasi politik yang 
serius di kawasan Timur Tengah.   Diantaranya adalah menghambat proses 
perdamaian di Timur Tengah. Misalnya, kecenderungan masyarakat Turki 
yang saat ini lebih mengarah pada islamisasi sehingga menunjukkan 
perubahan netralitas Turki dalam konflik Israel Palestina, dan memilih 
mendukung Palestina sehingga memberikan tekanan terhadap Israel. 
Selanjutnya adalah tekanan Turki terhadap Israel menyebabkan Israel 
semakin memperkuat dukungannya terhadap Kurdistan yang dianggap 
sebagai kelompok teroris di Turki.  
Hal tersebut pasti akan lebih menyulitkan Turki menghadapi 
kelompok separatis tersebut dengan berbagai persenjataan yang disuplai 
oleh Israel. Memburuknya hubungan kedua negara akan menjadi dasar bagi 
dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Oleh sebab itu hubungan kedua 
negara terkait dengan berbagai variabel dalam prospek usaha proses 
perdamaian di kawasan Timur Tengah. Penelitian ini memiliki keterkaitan 
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena penelitian ini 



































membahas alasan kebijakan luar negeri kedua negara dan berujung pada 
imbas hubungan kedunya.  
Namun penelitian ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang akan 
diteliti oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada tahun penelitian yang akan 
dilakukan, tema dan topiknya pun berbeda. Karena penelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti berfokus perihal berbagai kebijakan luar negeri yang 
dikeluarkan oleh Turki kepada Israel sejak tahun 2014 hingga 2018 tepatnya 
satu periode kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan.  
Penelitian kelima yang dijadikan sebagai bahan pembanding oleh 
peneliti adalah hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Britain Israel 
Communications and Research Centre yang berjudul Israel-Turkey 
Relations. Penelitian ini membahas tentang rekonsiliasi hubungan kedua 
negara, kerjasama Turki dan Israel dalam bidang ekonomi dan keamanan, 
serta pengaruh Amerika Serikat terhadap hubungan kedua negara pada 
tahun 2017. Poin-poin yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian 
tersebut berupa, perlunya rekonsiliasi antar kedua negara 
untukmempertahankan kepentingan nasionalnya. Hal ini akan memulihkan 
kerjasama kedua negara dalamberbagai bidang terutama mengenai pasokan 
gas dan persenjataan. Poin selanjutnya adalah intervensi Amerika Serikat 
pada hubungan kedua negara. Intervensi yang dilakukan oleh Amerika 
adalah dengan membantu persenjataan Kurdistan layaknya Israel.32 Hal ini 
                                                             
32 BICOM Briefing, “Israel-Turkey Relations” (Britain Israel Communications and 
Research Centre, 2017)  1-2 



































tentu saja berpengaruh terhadap proses perdamaian di wilayah Timur 
Tengah.  
Berbeda dengan Eropa yang menyambut baik rekonsiliasi keduanya, 
dikarenakan terdapat anggapan bahwa dengan kembalinya hubungan baik 
antar kedua negara akan membantu proses perdamaian di Timur Tengah 
semakin cepat. Penelitian ini memiliki keterkaitan perihal hubungan kedua 
negara pada tahun 2017 meskipun tidak semuanya tergmbarkan. Penelitian 
ini akan membantu peneliti menggambarkan bagaimana hubungan kedua 
negara pada tahun 2017 meskipun bukan melihat dari kebijakan luar negeri 
Turki melainkan dari kepentingan kedua negara menjalin hubungan. 
Penelitian ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 
peneliti. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus yang akan dilakukan 
yakni pada kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel pada tahun 2014 
hingga 2018 tepatnya pada satu periode Erdogan menjadi seorang presiden.  
B. KERANGKA KONSEPTUAL  
1. Kepentingan Nasional 
Kepentingan nasional ini sangat penting guna memahami 
bagaimana perilaku internasional berjalan. Salah satu kiblat bagi 
perumus kebijakan luar negeri adalah kepentingan nasional suatu 
negara. Dalam pandangan realisme, kepentingan nasional akan selalu 
dikaitkan dengan power yang mana power memegang peranan penting 



































dalam roda hubungan internasional.33 Menurut H.J Morgenthau, 
kepentingan nasional adalah seperangkat tujuan yang dimiliki oleh 
negara untuk memaksimalkan potensi negara untuk mendapatkan hasil 
yang masimal.34 Menurutnya, kepentingan nasional dirumuskan secara 
rasional dan bersifat fleksibel.35 Sebagai sesuatu yang dirumuskan 
secara rasional, kepentingan nasional bersifat seperti hukum yang 
artinya harus dipatuhi oleh negara dalam bentuk kewajiban. Kewajiban 
yang di maksud berupa perlindungan identitas fisik, politik, dan 
kebudayaan negara dari gangguan negara lain.36Sedangkan dalam 
kaitannya dengan sifatnya yang fleksibel, kepentingan nasional dapat 
diubah sesuai dengan situasi dan kebutuhan rakyat pada saat itu.37 
Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang menjelaskan 
kehidupan bernegara baik dalam tingkat domestik dan internasional.  
Terdapat empat kepentingan dasar dalam kepentingan nasional 
yakni kepentingan pertahanan tanah air, kepentingan kesejahteraan 
ekonomi, tatanan dunia dan promosi nilai-nilai.38 Kepentingan 
pertahanan tanah air memiliki keterkaitan erat dengan bagaimana 
negara melindungi kedaulatan negaranya agar tidak terganggu. 
                                                             
33 Anak Agung Banyu Perwita  dan  Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu 
Hubungan Internasional, (PT. Remaja Roskadarya, Bandung:2015), 35 
34Hans. J Morgenthau, “Another Great Debate. The National Interest of the United 
States,” (The American Political Science Review XLVI, 1952), 972 
35 Ibid, 972 
36Ibid, 972 
37 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations 4th edition, (New York: Alfred A. Knopf, 
196), 8-9. 
38 Donald Edwin Nuechterlein, America Recommitted: A Superpower Assesses Its Role in 
a Turbulent World 2nd edition, (Lexington, Kentucky: The University of Press of Kentucky, 
2001),20 



































Kepentingan ekonomi berkaitan dengan bagaimana kepentingan 
nasional suatu negara membantu meningkatkan perekonomian, misal 
ketika kepentingan nasional diubah menjadi politik luar negeri dan di 
bahas dalam forum internasional maka diharapkan hal tersebut dapat 
memberikan manfaat perekonomian pada negara. Kepentingan tatanan 
dunia adalah usaha suatu negara untuk menciptakan perdamaian dunia 
terutama dengan negara tetangga. Kepentingan terakhir yakni mengenai 
promosi nilai-nilai, kepentingan ini berkaitan dengan bagaimana suatu 
negara menunjukkan kepada masyarakat internasional perihal nilai-
nilai yang dianut negaranya sehingga posisi suatu negara dalam 
hubungan internasional dapat diketahui. 
Kepentingan nasional adalah tujuan suatu negara yang harus 
diimplementasikan melalui kebijakan luar negeri, oleh sebab itu 
kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri saling berkaitan erat. 
Sehingga dapat dikatakan kebijakan luar negeri adalah perpanjangan 
tangan bagi kepentingan nasional suatu negara. 
  Peneliti memilih teori ini karena menjelaskan perihal asumsi 
dasar kepentingan nasional sekaligus hubungannya dengan kebijakan 
luar negeri. Teori ini dapat membantu peneliti untuk menganalisa 
kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh Turki sehingga Turki 
mengeluarkan kebijakan yang sedemikian rupa untuk Israel.  
 
2. Kebijakan Luar Negeri 



































 Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah tindakan otoritas 
pemerintah yang dilakukan guna mempertahankan kepentingan yang 
dimiliki atau merubah kepentingan tersebut di kalangan internasional.39 
Sedangkan menurut Breuning, kebijakan luar negeri adalah totalitas 
kebijakan negara pada interaksi dengan lingkungan di luar perbatasan 
suatu negara.40Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan luar negeri berlandaskan pada tujuan nasional suatu negara 
yang berpengaruh pada masyarakat. Kebijakan luar negeri dapat berupa 
statement yang jika dilakukan tindak lanjut akan menjadi kebijakan luar 
negeri yang tertulis atau dilakukan. 
 Kebijakan luar negeri menurut sifatnya dikategorikan sebagai 
kebijakan luar negeri positif dan negatif. Kebijakan luar negeri negatif 
cenderung diartikan sebagai kebijakan luar negeri yang merespon 
negara lain dengan kebijakan yang semakin membuat hubungan kedua 
negara tidak baik atau bukan memberikan solusi. Misalnya saja 
kecaman, sindirian, penyerangan, perang, pemutusan hubungan 
diplomatik dan lain sebagainya. Sedangkan kebijakan luar negeri positif 
adalah kebijakan luar negeri yang cenderung mengarah pada solusi atau 
perbaikan seperti kerjasama, pemulihan hubungan diplomatik dan lain 
sebagainya.41 
                                                             
39 Vinsensio Dugis , “Analysing Foreign Policy”, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik 
(Vol XX, No.2, 2007) 41-42 
40 Marijke Breuning, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction (New York: 
Palgrave MacMillan, 2007), Ch.1, 5 
41 Boris Várhelyi, “Turkish Foreign Policy towards Israel”, 37 



































Foreign Policy atau Kebijakan luar negeri dapat dikatakan 
sebagai salah satu hal penting yang yang mengantarkan suatu negara 
untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri pun 
bisa dikatakan sebagai salah satu cara suatu negara untuk 
berkomunikasi dengan negara lain dalam berbagai bidang seperti 
ekonomi, sosial-budaya dan keamanan. Menurut Holsti, kebijakan luar 
negeri adalah ide-ide yang dibuat atau direncanakan oleh pembuat 
kebijakan untuk melakukan problem solving atau pemecahan masalah 
yang berakibat pada perubahan baik berupa kebijakan, sikap atau 
tindakan negara bagian.42 
Apa yang dipaparkan oleh Holsti tersebut dapat diartikan bahwa 
kebijakan luar negeri adalah satu tindakan negara guna 
mempertahankan dan mengupayakan kepentingan nasionalnya. Holsti 
menambahkan bahwa dalam melakukan analisa terhadap kebijakan luar 
negeri, terdapat empat sifat dasar dari kebijakan luar negeri. Pertama 
adalah Foreign Policy Orientation yakni sifat kebijakan luar negeri 
yang menunjukkan tingkah laku sekaligus komitmen suatu negara pada 
lingkungan internasionalnya sehingga mengeluarkan kebijakan yang 
dianggap sebagai strategi. Hal ini berkaitan erat dengan fokus yang 
menjadi kepentingan nasional suatu negara yang diimplementasikan 
dengan kebijakan luar negeri. 
                                                             
42 K.J. Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”(International 
Studies Quarterly, Vol 14, No. 3, 1970), 233 



































Kedua adalah role, yakni kebijakan luar negeri memiliki sifat 
mendukung peran negara perihal keterkaitannya dalam hubungan 
internasional. Sifat ini berkaitan erat dengan bagaimana citra negara 
terutama dalam menghadapi berbagai kondisi sekaligus isu. Kebijakan 
yang dikeluarkan suatu negara akan menunjukkan bagaimana posisi 
suatu negara dalam pergaulan internasional. Hal ini berkaitan erat 
dengan hubungan antar negara yang terjalin. 
Ketiga adalah goal yang berarti bahwa kebijakan luar negeri akan 
selalu berisi tujuan tertentu yang tentu saja untuk mengamankan 
sekaligus mendapatan kepentingan nasionalnya. Hal tersebut 
menjelaskan bahwa pengaruh suatu negara terhadap negara lain 
menjadi salah satu modal penting guna mendapatkan apa yang ingin di 
capai. Suatu negara tidak mungkin menjalin hubungan jika kesepakatan 
yang terjalin tidak saling menguntungkan. Oleh karena itu sebelum 
menjalin kerjasama dengan negara lain, suatu negara akan 
memperjuangkan kepentingan nasionalnya.  
Keempat adalah action, yang berarti sifat kebijakan luar negeri 
akan berhubungan dengan aksi yang digunakan sebagai upaya untuk 
mencapai tujuan yang ingin dicapai atau dipertahankan.43 Implikasi dari 
kepentingan nasional adalah kebijakan luar negeri, sehingga dapat 
dikatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah perpanjangan tangan dari 
                                                             
43 K. J Holsti, International Politics, A Framework for Analysis, 4th edition, (London, 
Prentice Hall; 1983), 116  



































kepentingan nasional. Namun, kebijakan luar negeri tidak hanya 
direalisasikan dengan tindakan, kecaman dan kritikan sudah bisa 
dianggap sebagai kebijakan luar negeri. 
Pemaparan dari Holsti memberikan gambaran bahwa kebijakan 
luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal yakni kepentingan nasional 
berupa ekonomi dan keamana, faktor eksternal seperti keadaan politik 
internasional. Kedua faktor ini harus dapat dikondisikan dengan baik 
sehingga terciptalah kebijakan luar negeri yang sesuai.  
3. KERANGKA MODEL  
Model Aktor Rasional dalam Teori Pilihan Rasional 
Teori pilihan rasional adalah teori yang membahas perihal penyebab 
suatu fenomena terjadi dengan kata lain aktor yang membuat kebijakan 
dipengaruhi oleh lingkungan, pemikiran, dan variabel lainnya. Aktor 
yang dimaksud adalah negara yang tentu saja berhubungan dengan 
bagaimana negara tersebut bertahan sekaligus menjamin kesejahteraan 
rakyatnya.44 Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh James 
S. Coleman, yang mengatakan bahwa dalam proses kebijakan luar 
negeri sumber yang berperan adalah aktor dan sumber daya. Artinya 
aktor berperan mengelola dan mencari sumber daya yang dimiliki.45 
Namun menurut Coleman, aktor yang dimaksud adalah kelompok atau 
                                                             
44 Morgenthau 1973 dalam  Richard K. Herrman, “Linking Theory to Evidence in 
International Relations”, dalam Water Carlsnaes, Thomas Risse dan Beth a. Simmons, Handbook of 
International Relations, (London, SAGE Publications, 2002) , 120 
45 James S. Coleman, “Rational Choice Theory: Advocacy and Critique” (Researchgate, 
23, 4, 1994), 124 



































individu yang disebut sebagai pemerintah yang menjadi aktor dalam 
pembuat keputusan untuk mewujudkan tujuan negara. Sehingga untuk 
mendapatkan rasionalitas dari tindakan atau kebijakan suatu negara 
dapat dilakukan dengan menafsirkan keputusan berdasarkan pada 
kejadian yang berkaitan dengan negara tersebut.46 
Dalam teori pilihan rasional, pertimbangan pengambilan keputusan 
adalah dengan menggunakan pertimbangan keuntungan maksimal yang 
dapat didapatkan. Apabila individu dan kelompok yang menjalankan 
pemerintahan mampu mendapatkan kepentingannya, maka hal tersebut 
berlaku pula bagi negara. Karena pada hakikatnya, negara dijalankan 
oleh individu dan kelompok yang membuat keputusan-keputusan 
dalam pemerintahan.  
Posisi negara dalam teori pilihan rasional dalam konteks hubungan 
internasional adalah negara sebagai aktor utama.47 Pada hakikatnya 
negara adalah sebuah kesatuan kelompok yang didalamnya terdiri dari 
berbagai organisasi yang bersifat ekonomi, politik, budaya dan lain 
sebagainya. Artinya pemimpin organisasi atau pejabat politik membuat 
keputusan atas negara adalah keputusan atas nama kelompok yang 
selanjutnya menjadi kebijakan negara. Mereka adalah aktor yang segala 
keputusannya dikeluarkan menjadi atas nama negara. Dengan 
demikian, presiden, menteri dan pejabat lainnya membuat dan 
                                                             
46 Ibid 124 
47 Adinda Tenriangke Muchtar, "Perempuan dalam Konflik,” dalam Soetjipto, Ani, Pande 
Trimayuni (ed.), Gender dan Hubungan Internasional (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), 39 



































melaksanakan keputusan tentu saja atas nama negara. Dalam konteks 
tersebut, negara dipandang memiliki sikap dalam membuat keputusan 
atau kebijakannya. Keputusan yang diambil adalah cerminan dari sikap 
negara.  
Dua konsep dan satu model ini dipilih oleh peneliti karena dapat 
membantu guna menganalisa data yang didapatkan oleh peneliti 
sehingga dapat menjawab rumusan masalah seperti yang diharapkan. 
Konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional digunakan 
peneliti untuk mencari tahu motif atas kebijakan luar negeri Turki untuk 
Israel dalam bidang kemanan. Begitu pula teori piihan rasional yang 
digunakan peneliti untuk menganalisa keuntungan dan alasan Turki atas 
kebijakannya.  
 Teori pilihan rasional dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri 
menurut Graham T. Allison, terdapat tiga model dalam membuat 
kebijakan luar negeri yakni Rational Model, Organization Model, dan 
Beureaucratic Model.48 Namun dalam penelitian ini peneliti hanya 
akan menggunakan rational model guna menjawab rumusan masalah 
yang diajukan oleh peneliti. 
  Dalam Rational Model, negara adalah aktor satu-satunya 
yang membuat kebijakan. Terdapat tiga komponen dalam pengambilan 
keputusan melalui model rasional ini yaitu tujuan, pilihan, dan 
                                                             
48 G Allison, dan P Zelikow, “Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis”, 
(Second Edition. Longman, Inc; 2000), 34 



































konsekuensi. Faktor yang paling berpengaruh dalam pengambilan 
keputusan adalah ekonomi politik.49 Terdapat tiga kriteria suatu 
keputusan dianggap sebagai keputusan yang rasional. Pertama, 
landasan aktor untuk membuat kebijakan adalah kepentingan nasional 
atau tujuan dari negaranya. Kedua adalah jika terdapat beberapa pilihan, 
maka pembuat kebijakan harus mampu memilih pilihan tersebut 
berdasarkan keuntungan sealigus konsisten terhadappilihannya. Ketiga 
adalah mampu memaksimalkan pilihan yang telah dipilih sehingga 
keuntungan yang didapat mampu dimaksimalkan pula.  
Tujuan menganalisa dengan ratoinal model adalah melihat 
hubungan antara tujuan negara dan kebijakan luar negeri yang akan 
diambil. Apabila kebijakan yang diambil mempu megantarkan negara 
untuk mendapatkan tujuannya maka dapat dikatakan bahwa kebijakan 
yang diambil adalah kebijakan yang rasional.  
Model rasional dipilih ketika suatu negara tidak mengetahui kondisi 
domestik negara lain. Pada dasarnya mengetahui tujuan nasional negara 
lain akan mempermudah suatu negara untuk dapat memprediksi 
kebijakan yang akan diambil oleh negara lain. Hal lain yang menjadi 
bahan pertimbangan adalah situasi yang sedang terjadi. 
  
                                                             
49 Ben Tora dan Thomas Christiansen, Rethingking European Union Foreign Policy  
(New York : Manchester University Press, 2004), 105. 



































Negara sebagai aktor tunggal
Mengidentifikasi masalah secara 
jelas
Menentukan goal yang hendak 
dicapai
Menentukan alternatif pilihan 
kebijakan
Menganalisis cost & benefit dari 
masing-masing alternatif pilihan 
kebijakan
Menentukan pilihan kebijakan 















Bagan 1, The Rational Model of Decision Making50 
Teori ini digunakan oleh peneliti karena di dalam teori 
tersebut menjelaskan bagaimana sifat dasar kebijakan luar negeri, 
kriteria sekaligus tujuan dari kebijakan luar negeri. Sehingga, 
peneliti akan merasa terbantu guna menganalisa langkah yang 
diambil oleh Turki untuk merepon Israel. 
   
                                                             
50 Karen A. Mingst, Essentials of International Relations, Second Edition, (New York: 
W.W. Norton & Company, Inc: 2003),  120 
 




































METODE PENELITIAN  
A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN 
Melihat keterkaitan perihal penelitian mengenai kebijakan luar 
negeri Turki terhadap Israel dalam bidang keamanan era kemepimpinan 
Recep Tayyip Erdogan tahun 2014 hingga 2018, peneliti menerapkan jenis 
penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Blaxter, penelitian kualitatif adalah 
menganalisa perilaku dan sikap politik yang tidak dapat untuk 
dikuantifikasikan.51 Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan 
mendeskripsikan berbagai  fenomena internasional yang terjadi melihat 
sifatnya yang dinamis atau dapat berubah-ubah. Metode deskriptif yang 
berarti ketika melakukan penelitian dalam Hubungan Internasional harus 
dilihat dari permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan teori dalam 
Hubungan Internasional.52 Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 
membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
dimiliki53 
Penelitian kualitatif deskriptif perihal kebijakan luar negeri Turki 
terhadap Israel pada era kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan tepatnya 
tahun 2014 hingga 2018 mendeskripsikan mengenai berbagai kebijakan 
                                                             
51 Loraine Blaxter, “How to Research: Second Edition” (Open University Press, 
Philadelphia, 2001), 74 
52 Mohtar Moas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: DisipliN dan Metodologi 
Dictionary,(Jakarta, LP3ES, 1990), 223  
53  M.Nazir, Metode Penelitian, ( Jakarta: Ghalia Indonesia,1988), 133 



































yang dikeluarkan oleh pemerintah Turki  berupa pernyataan maupun yang 
akan diteruskan dengan tindakan yang kemudian akan dianalisa dengan 
konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional serta teori pilihan 
rasional untuk membantu peneliti menjawab rumusan masalah yang telah 
diajukan.  
Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah level “state”. Yang 
dimaksud dengan penelitian level negara adalah menjelaskan mengenai 
perilaku negara yang dipengaruhi oleh faktor internal negara tersebut. 
Menurut Rourke, hal yang diperlukan oleh seorang peneliti yang akan 
menggunakan level analisis negara adalah dengan memahani bagaimana 
aktor dalam negara berperan dalam menggambil kebijakan luar negeri.54 
Objek penelitian ini ditujukan pada kebijakan luar negeri Turki dalam 
bidang keamanan terhadap Israel. Peneliti menggunakan data primer dan 
sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.  
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN  
Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di berbagai 
tempat yang mampu mendukung peneliti untuk mendapatkan data sekunder. 
Dalam pengerjaannya peneliti lebih banyak menulis hasil penelitian di 
Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan Daerah Sidoarjo, 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Wifi Corner,  serta Gedung 
                                                             
54 John T Rourke, International Politics on the World Stage, 5th ed ., (Connecticut: 
Dushking Publishing Group,1995), 16 



































Fakultas Dakwah dan Komunikasi ketika melakukan wawancara dengan 
salah satu narasumber. 
Waktu penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Oktober tahun 
2018 hingga Januari tahun 2019. 
C. SUBYEK DAN OBJEK PENELITIAN  
Subyek penelitian atau unit analisa adalah yang akan diteliti atau di 
deskripsikan oleh peneliti.55 Subyek yang akan diteliti oleh peneliti dalam 
penelitian ini adalah Turki. Sedangkan objek yang akan diteliti adalah 
kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel.   
D. TAHAP-TAHAP PENELITIAN  
Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terdapat 
delapan tahap penelitian guna menyelesaikan penelitian ini. Delapan tahap 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah : 
1. Memilih Tema, Topik dan Judul  
Pada tahap ini, peneliti melakukan pra-research untuk mencari 
permasalahan yang diangap menarik dan mampu dikuasai oleh peneliti. 
Peneliti menemukan dan tertarik perihal permasalahan mengenai 
hubungan antara Turki dan Israel pasca Recep Tayyip Erdogan menjadi 
Presiden Turki. Isu mengenai Turki baik identitas, budaya, bahkan 
Presidennya sangat menarik bagi peneliti untuk mengenal lebih jauh 
perihal kebijakan luar negerinya dan perubahan gaya pemerintahannya 
                                                             
55 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi Dictionary, 
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sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai 
kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel pada satu periode 
kepemimpinan Erdogan sebagai presiden. Dalam tahap ini peneliti 
memilih tema, topik, unit analisa dan permasalahan yang akan 
digunakan.  
2. Studi Literatur 
Pada tahap ini peneliti mencari berbagai bacaan dan literatur baik 
dari media cetak berupa koran, majalah dan internet yang berupa jurnal, 
artikel, youtube, video yang terkait dengan topik tersebut. 
3. Perumusan Masalah Penelitian  
 Setelah membaca berbagai litaeratur terkait, dan mencari berbagai 
sudut pandang yang dianggap tepat, maka peneliti mampu merumuskan 
masalah. 
4. Pengumpulan Data 
 Ketika peneliti sudah selesai menemukan permasalahan yang akan 
dikaji, membuat batasan masalah dan menentukan fokus permasalahan, 
peneliti mulai mengumpulkan data baik data primer maupun sekunder. 
Pengumpulan data ini dilakukan peneliti secara bertahap dan terus 
menerus hingga data yang diperoleh mampu menjawab rumusan 
masalah yang diajukan.  
5. Pengolahan Data 
 Setelah peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, peneliti 
melakukan klarifikasi data untuk mempermudah peneliti guna 



































memahami data yang didapatkan sekaligus untuk selanjutnya dianalisa 
dengan konsep dan teori yang digunakan.  
 
6. Analisis Data 
 Pada tahap analisis data ini, peneliti mencoba menjawab rumusan 
masalah yang telah diajukan oleh peneliti dan dipadukan dengan teori 
serta konsep sebagai pisau analisa.  
7. Kesimpulan  
 Pada tahap ini, peneliti berusaha melakukan penarikan kesimpulan 
atau poin-poin penting dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti. 
8. Laporan Penelitian 
 Tahap ini adalah tahap terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti. Pada tahap ini peneliti membuat pertanggung jawaban berupa 
laporan atau tulisan yang dapat menjadi kontribusi yang berguna bagi 
peneliti.   
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA  
Dalam mendapatkan data untuk menjawab rumusan masalah yang 
diajukan oleh peneliti, sebagian besar data yang didapatkan peneliti melalui 
data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui laporan, pidato, 
dan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak otoritatif Turki maupun 
Israel, dan waawancaea. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui 
artikel, buku, berita baik cetak maupun internet serta jurnal.  



































Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Dosen hubungan 
Internasional yakni Bapak M. Hadza Min Fadli R. Beliau salah satu dosen 
di Universitas Islam Indonesia yang sedang menempuh S2 di Turki. Beliau 
sedang menyelesaikan disertasinya mengenai Turki. Beliau memiliki 
ketertarikan tentang Turki terutama kebijakan baik dalam maupun luar 
negerinya.  
Wawancara kedua adalah Bapak Dr. Achmad Murtafi Haris, Lc, 
M.Fil.I, beliau adalah mantan korespondensi majalah Gatra fokus kajian 
Timur Tengah sekaligus Dosen Pengembangan Masyarakat Islam di 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Sunan Ampel Surabaya. Dalam 
mendapatkan data, teknik wawancara dan dokumentasi dipilih sebagai 
teknik pengumpulan data. 
1. Wawancara 
Data primer di dapatkan peneliti melalui wawancara dengan 
narasumber yang dianggap mumpuni untuk membantu peneliti dalam 
menjawab rumusan masalah yang diajukan peneliti. Wawancara 
merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan melalui wawancara 
terhadap informan atau responden dalam penelitian yang diajukan 
dalam bentuk pertanyaan yang berkenaan dengan fokus 
penelitian.56Peneliti memilih menggunakan teknik wawancara tidak 
terstruktur. Dalam teknik wawancara tidak terstruktur peneliti tidak 
                                                             
56 Chalid Narbuka dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta:BumiAksara, 2003), 
83.  



































dapat memprediksikan dengan pasti mengenai jawaban apa yang akan 
ditemukan di lapangan, apakah sesuai dengan permasalahan yang dari 
awal ditetapkan oleh peneliti ataupun tidak. Oleh karena itu, dalam 
teknik wawancara tidak terstruktur ini, peneliti akan lebih banyak 
mendengarkan informasi-informasi yang diceritakan oleh informan. 
Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak 
terstruktur, peneliti berharap akan memperoleh informasi yang lebih 
mendalam perihal kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel. Peneliti 
melakukan dua kali wawancara dengan dua informan yang berbeda.  
   Wawancara pertama dilakukan melalui e-mail sesuai dengan 
permintaan informan. Beliau adalah Bapak Hadza Min Fadli R selaku 
dosen di Universitas Islam Indonesia. Beliau adalah salah satu orang 
yang mendalami analisis kebijakan luar negeri negara-negara islam, 
dan sangat tertarik dengan kebijakan baik di dalam maupun luar negeri 
Turki. Pertanyaan-pertanyaan wawancara dikirim pada hari kamis pada 
tanggal 15 November 2018 pada pukul 19.40 WIB di e-mail beliau 
hadza.fadhli@uii.ac.id. Namun peneliti baru mendapatkan jawaban 
dari berbagai pertanyaan yang diajukan pada 21 November 2018 pukul 
14.01 WIB.57 
Wawancara kedua dilakukan secara langsung dan tatap muka 
denganDr. Achmad Murtafi Haris, Lc, M.Fil.I di Ruang Dosen Fakultas 
                                                             
57 Bukti wawancara via e-mail, https://drive.google.com/folderview?id=1puQypiQE7Vm-
LfjcBWtZk9NFLrwdaaX7 



































Dakwah dan Komunikasi Uin Sunan Ampel Surabaya. Tepatnya pada 
tanggal 6 Desember 2018 pada pukul 13.25 hingga pukul 14.55 WIB 
2. Dokumentasi  
Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data melalui 
teknik dokumentasi. Menurut Hamidi, teknik atau metode dokumentasi 
adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga 
atau organisasi maupun dari perseorangan.58 Menurut Sugiyono, 
dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar, atau karya 
monumental dari seseorang.59 Dokumentasi merupakan pengumpulan 
data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan dokumen-
dokumen dari sumber yang terpercaya. Pengumpulan data dengan 
teknik dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan 
data dari berbagai hal media cetak yang membahas hal-hal yang terkait 
dengan topik yang diteliti. 
F. TEKNIK ANALISA DATA  
Guna menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti, 
peneliti menggunakan teknik analisa model interaktif dari Miles dan 
Huberman. Keduanya beranggapan bahwa analisa data kualitatif dilakukan 
secra interaktif, terus menerus hingga tuntas.60 Terdapat tiga tahapan model 
interaktif yakni: 
                                                             
58 Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 
Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2004). 72 
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung:Alfabeta. 2010), 
240 
60 Ibid  







































































1. Reduksi Data  
Pada tahap reduksi data ini peneliti mecoba untuk memilih, 
memahami, dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan. 
Sehingga pada tahap ini peneliti memilah data yang dibutuhkan dan yang 
tidak.  
2. Penyajian Data 
Pada tahap ini peneliti mulai menyusun data yang telah dipilih dan 
disederhanakan serta diklarifikasi sehingga peneliti akan lebih 
menguasai data dan hasil dari kumpulan data yang didapatkan.  
3. Verifikasi 
Pada tahap ini peneliti melakukan pengujian berupa kebenaran 
sekaligus kecocokan antara data yang didapatkan dengan kebutuhan 
data. Sehingga jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dapat 
terjawab.  
G. TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA 
Dalam menguji keabsahan data yang telah terkumpul, peneliti 
melakukan dua hal, yakni ketekunan pengamatan dan diskusi. Ketekunan 
pengamatan artinya melkukan pengamatan dengan lebih dalam yakni teliti. 
Dengan melakukan hal tersebut, maka urutan peristiwa dan kepastian data 
akan dipastikan. Karena peneliti mengambil topik mengenai kebijakan luar 
negeri, maka ketekunan adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar untuk 
memastikan data yang didapat adalah kebenaran. Maka untuk melakukan 
pengamatan ini peneliti membutuhkan waktu ± 4 bulan yakni sekitar bulan 



































September hingga Januari. Yang kedua adalah dengan melakukan diskusi 
dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan sekaligus 
keahlian dalam bidang tersebut, mereka adalah dosen pembimbing, dosen 
universitas dan rekan sesama mahasiswa.  
  




































PENYAJIAN DAN ANALISA DATA  
 Setelah peneliti menjelaskan konsep tentang konsep kebijakan luar negeri, 
kepentingan luar negeri, dan model aktor rasional dalam teori pilihan rasional pada 
bab yang kedua, pada bab ini peneliti akan memaparkan data-data terkait dengan 
topik penelitian. Kemudian pada bab terakhir, peneliti akan melakukan analisa data 
yang telah diperoleh dengan kerangka konseptual dan landasan teoritik yang telah 
sebelumnya dijelaskan pada bab kedua.  
A. DIMENSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI  
Sejak tahun 2002, ketika kekuasaan Turki berada di tangan 
Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) kebijakan luar negeri Turki 
mengalami perubahan.61Jika pada masa kepemimpinan Attaturk 
kebijakan luar negeri Turki lebih berpihak kepada negara-negara barat, 
namun saat Partai AKP berkuasa kebijakan luar negerinya seperti 
mengarah pada dua kaki. Kebijakan luar negeri dua kaki versi Turki 
adalah mengimbangi antara negara kawasan Timur Tengah dan negara 
barat.62 Dalam merumuskan kebijakannya, Turki menerapkan 5 prinsip. 
Pertama, adalah menjaga keseimbangan kemanan dan demokrasi. Kedua 
adalah zero problem policy towards Turkey’s neighbors. Ketiga, 
pengembangan hubungan dengan negara tetangga. Keempat,
                                                             
61 Ahmad Junaedi, “Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki 
Kontemporer”,  (Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 6, No 1, 2016), 144-145  
62 Ibid    



































pelaksanaan politik yang multidimensional.Kelima, pelaksanaan rhytmic 
diplomacy.63. 
Prinsip tersebut masih di lakukan hingga saat ini. Bagaimana 
tidak, presiden yang memimpin Turki berasal dari partai AKP yakni 
Recep Tayyip Erdogan sejak 10 Agustus 2014.64 Terdapat satu poin yang 
menjadi sorotan peneliti atas dasar kebijakan luar negeri Turki saat ini, 
yakni pengaruh dari Perdana Menteri Ahmet Davutoglu. Dalam 
membuat atau merencanakan kebijakan luar negeri Turki, Perdana 
Menteri Ahmet Davutoglu menggunakan geostrategi baru, yakni melihat 
dari geografis Turki yang sebenarnya adalah pusat kekuatan regional, 
serta Turki harus aktif falam isu-isu dunia mulai dari isu Timur Tengah, 
Uni Eropa, NATO, OKI, dan lain sebagainya.65 
Berbagai dasar yang digunakan dalam merumuskan kebijakan 
luar negeri Turki terhadap negara lain tentu saja memiliki satu tujuan, 
yaitu kepentingan nasional Turki. Kepentingan nasional Turki adalah 
menjadi bridge country,menjaga keamanan wilayah, dan kesejahteraan 
ekonomi.66 Untuk mewujudkan tujuan nasional Turki ini, maka Turki 
membutuhkan peran Israel, sehingga menjalin hubungan dengan Israel 
                                                             
63 Yücel Bozdağlıoğlu, Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: A Constructivist 
Approach, (New York: Routledge, 2003), 35 
64Ahmad Junaedi, “Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki 
Kontemporer”,145 
65 Ahmet Davutoglu, “Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political 
Structuring” (Horizons, Autumn, No 1, 2014), 96 
66Boris Várhelyi, Turkish Foreign Policy towards Israel” , 13 



































adalah suatu keharusan. Hal ini dikarenakan Israel adalah salah satu aktor 
penting dalam kawasan Timur Tengah.  
B. KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI TERHADAP ISRAEL PADA 
MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN ERDOGAN 
1. Kebijakan Luar Negeri Turki Pada Tahun 2014 
Presiden Recep Tayyip Erdogan terpilih sebagai presiden pada 10 
Agustus 2014, sehingga pada pembahasan mengenai kebijakan luar 
negeri Turki terhadap Israel akan peneliti mulai sejak terpilihnya 
Erdogan sebagai Presiden Turki untuk satu periode. Kebijakan luar 
negeri Turki terhdap Israel tentu tidak lepas dari kepentingan 
nasionalnya menjadi negara yang berpengaruh baik ditingkat regional 
maupun internasional. Sehingga, Turki harus memainkan banyak peran 
guna mendapatkan simpati dari negara lain. Kaitannya dengan Israel, 
tentu tidak bisa lepas dari isu Palestina dan agama.  
Pada 1 September tahun 2014, Kementrian Luar Negeri Turki 
menggelar konferensi pers dan mengutuk apa yang dilakukan Israel 
yakni mengambil alih tanah di Tepi Barat Palestina untuk mendirikan 
pemukiman ilegal yang baru.67 Secara garis besar Kementrian Luar 
Negeri memberikan gambaran bahwa Israel telah membangun    
pemukiman di wilayah Tepi Barat selama kurang lebih tiga puluh tahun 
                                                             
67Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2014j, “…Press Release Regarding the 
New Illegal Settlement Activities of Israel in the West Bank,”mfa.gov.tr1 September 2014 dalam 
http://bit.ly/2rlPqWY, diakses pada 14 Januari 2019 



































terakhir. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel telah menyalahi 
hukum Internasional.  
  




































Gambar 1: Konferensi Turki mengenai Pemukiman Ilegal 
Pada tanggal 2 Oktober, Menteri Luar Negeri mengadakan siaran 
pers bahwa Turki mengecam dan mengutuk kebijakan Israel yang 
rencananya akan membangun 2.610 rumah baru di kawasan  
Yerussalem Timur dan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh 
Israel melanggar hukum internasional.68  
 
Gambar 2: Statement Turki Mengutuk Pemukiman Ilegal 
  
                                                             
68Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2014k, “…Press Release Regarding 
Israel's Illegal Settlement Activities,” mfa.gov.tr, 2 October 2014 dalam http://bit.ly/2rm2Keb, 
diakses pada 17 Januari 2019 




































Gambar 3: Keterangan Turki Menolak Kebijakan Israel Merebut 
Tanah Palestina 
Mevlut Cavusoglu juga mengingatkan bahwa apa yang dilakukan 
oleh Israel tentu saja mendapat penolakan dan kecaman tidak hanya dari 
seluruh negara di dunia tetapi juga masyarakat internasional. Tak lupa 
penegasan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel akan memperburuk 
hubungannya dengan Turki. Apa yang dilakukan oleh Israel dengan 
merebut tanah negara lain adalah sebuah kesalahan yang tidak dapat 
dibenarkan oleh pihak manapun.69 
  
                                                             
69Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2014i, “…Press Release Regarding the 
Disruption of Cease-fire Negotiations between Israel and Palestine,” mfa.gov.tr,20 August 2014 
http://bit.ly/2qMoKBJ. Retrieved 5 March 2017. 




































Gambar 4: Kecaman Turki Mengenai Kekerasan di Haram Al-
Sharif 
Pada tanggal 5 November, Perdana Menteri Turki menerbitkan 
press release yang berisi kecaman terhadap Israel mengenai peristiwa 
kekerasan di Haram al-Sharif yang dilakukan oleh 35 ekstrimis Yahudi 
dan anggota Parlemen Israel yang kut didalamnya.70 Peristiwa lain yang 
mendapatkan reaksi keras dari Turki adalah perihal sengketa Masjid Al-
Aqsa pada bulanbulan terakhir tahun 2014. Menurut Menteri Luar 
Negeri, tentara Israel telah mencegah dan melarang umat Islam untuk 
masuk dan beribadah sekaligus sholat berjama’ah di Masjid Al-Aqsa. 
Hal ini tentu sangat menyayat hati orang-orang Palestina.  
Berbagai kecaman dan kritik yang dilakukan oleh Turki terhadap 
Israel mendapatkan reaksi keras dari Israel. Kementerian Luar Negeri 
Israel mengatakan bahwa apa yang diberitakan tidaklah benar. Israel 
                                                             
70Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2014r, “…Press Release Regarding the 
Violation of the Israeli Police against the Al-Aqsa Mosque,” mfa.gov.tr, 5 November 2014 dalam 
http://bit.ly/2qMhnKv, 17 Januari 2019 



































justru sangat melindungi kebebasan beragama dan juga beribadah 
seluruh rakyat yang beragama di Palestina. Justru, Palestina yang selalu 
berusaha untuk merusak Yerussalem. Oleh sebab itu, apa yang terjadi 
di Haram Al-Sharif adalah upaya perlindungan Israel dari para 
ekstrimis Islam yang mengganggu stabilitas wilayah Yerussalem.71 
Isu yang berkembang pada tahun pertama kepemimpinan Presiden 
Erdogan adalah pemukiman ilegal  yang dibangun oleh Israel dan 
kekerasan yang dilakukan padarakyat Palestina di Haram Al-Sharif. 
Pada elemen kepentingan dasar kepentingan nasional, isu di atas dapat 
dikaitkan dengan kepentingan pertahanan tanah air yang 
direpresentasikan pada prinsip politik luar negeri Turki yakni 
keseimbangan keamanan dan demokrasi. Sesuai dengan prinsip dasar 
Turki yang pertama yakni keseimbangan kemanan dan demokrasi, 
Turki harus menciptakan kemanan diwilayahnya sendiri, di kawasan 
hingga menciptakan keamanan secara global. Pemenuhan kemanan 
merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yakni kebebesan dan 
HAM. Atas dasar tersebut, Turki merepresentasikan kebijakannya 
dengan merespon Israel dengan kebijakan yang sifatnya negatif karena 
Turki ingin menciptakan keamanan secara global.  
Jika dikaitkan dengan sifat dasar kebijakan luar negeri, kebijakan 
yang diambil oleh Turki adalah foreign policy orientation yakni 
                                                             
71Israel Ministry of Foreign Affairs. 2014. “Behind the Headlines: Jerusalem's Temple 
Mount,” mfa.gov.il,17 November 2014 dalam 
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/Jerusalem-Temple-Mount-12-Nov-2014.aspx 
diakses pada 17 Januari 2018  



































kebijakan yang dianggap sebagai strategi dan role yakni kebijakan yang 
berkaitan dengan citra negara. Dalam kaitannya dengan strategi, Turki 
merespondengan mengkritik dan mengecam adalahsalah satu cara 
Turki mewujudkan kepentingannya untuk menjadi bridge country, 
negara yang aktif dalam kancah internasional  dan menjunjung tinggi 
perdamaian. Selain itu, kebijakan Turki ini mampu membuat citra Turki 
semakin baik dikalangan internasional terutama negara-negara Timur 
Tengah, serta dapat menunjukkan bahwa Turki adalah negara besar 
yang patut diperhitungkan karena berani mengancam Israel. Citra baik 
lainnya yang dapat disandang oleh Turki adalah sebagai negara pelopor 
perdamaian yang menolak penjajahan. 
2. Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Israel Tahun 2015 
 Pada awal tahun 2015, dunia di kejutkan dengan serangan teroris di 
Paris yang membuat Perdana Menteri Ahmed Davutoglu dan Presiden 
Recep Tayyip Erdogan mengaitkan bahwa Israel dan Teroris di Paris 
memiliki kesamaan, yakni melanggar hak asasi manusia.72 Perdana 
Menteri Davutoglu menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel 
terhadap Gaza adalah kejahatan kemanusiaan yang biadab. Terutama 
ketika serangan Israel pada kapal bantuan Mavi Marmara milik Turki 
untuk Palestina pada tahun 2010 setara dengan apa yang dilakukan oleh 
teroris di Paris. Kritik dan kecaman yang dilakukan oleh Turki 
                                                             
72 BBC, 2015b, “Charlie Hebdo attack: Three days of terror,” bbc.com, 14 January 2015 
dalam http://www.bbc.com/news/world-europe-30708237, diakses pada 18 Januari 2019  



































mendapatkan reaksi langsung dari Menteri Luar Negeri Israel yakni 
Avigdor Lieberman. Baliau langsung menelpon Presiden Erdogan atas 
kritik tajam yang ditujukan kepada Israel.73 Hal ini menunjukkan kedua 
negara begitu aktif dan agresif dalam merespon kebijakan antar dua 
negara.   
 
Gambar 5: Kecaman Turki Mengenai Pemukiman Ilegal 
Pada tanggal 30 Januari, Turki kembali merespon kebijakan Israel 
terhadap Palestina mengenai pemukiman ilegal yang akan dibangun. 
Menteri Luar Negeri Turki kembali menyatakan pernyataannya bahwa 
Turki mengutuk kebijakan Israel yang membangun pemukiman ilegal 
baru sebanyak 430 rumah di Tepi Barat.74 
  
                                                             
73James Rush,“Charlie Hebdo attack: Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu compares 
Israel's Benjamin Netanyahu to Paris attackers,” Independent.co.uk, 15 January 2015 dalam 
http://ind.pn/2pRC4Qc diakses pada 18 Januari 2019  
74Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2015a., “…Press Release Regarding the 
Decision of Israel to construct New Illegal Settlement in the Occupied West Bank,” mfa.gov.tr, 30 
January 2015 dalam http://bit.ly/2qM8wsb diakses pada 18 Januari 2019 




































Gambar 6: Kecaman Turki Atas Rencana Perluasan Pemukiman 
Ilegal 
Tak lama setelah konferensi yang dilakukan oleh Menteri Luar 
Negeri Turki, kembali pada tanggal 10 Februari Kementerian Luar 
Negeri kembali menyatakan kecamannya pada kebijakan pembangunan 
pemukiman ilegal oleh Israel. Hal ini dikarenakan Israel berencana 
memperluas 4 pemukiman ilegal di Tepi Barat, membangun 64 rumah 
di Yerussalem Timur, dan rencana adanya pembangunan tambahan 580 
rumah di Yerussalem Timur.75 Rencana pembangunan ilegal Israel 
didirikan diatas tanah sitaan pemerintah Israel dari Palestina. Tegasnya 
sikap pemerintah Turki yang ditandai dengan beberapa kali penyataan 
dan kecaman tentang kebijkan Israel soal pembangunan pemukiman 
ilegal menunjukkan jelasnya posisi Turki bahwa negara yang dipimpin 
oleh Presiden Erdogan tersebut menolak. 
                                                             
75Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2015b, “…Press Release Regarding 
Israel’s Illegal Settlement Activities,” mfa.gov.tr, 10 February  dalam http://bit.ly/2rl7pfe diakses 
pada 18 Januari 2019 



































 Pada tanggal 8 Juli 2015, dalam wawancara yang dilakukan oleh 
Nikkei bersama dengan Menteri Luar Negeri Cavusoglu menunjukkan 
posisi Turki. Di tengah kritik Turki terhadap Israel yang selalu pedas 
dan dinginnya hubungan kedua negara, Mevlut Cavusoglu justru 
mengumumkan adanya kemajuan atas normalisasi hubungan Turki dan 
Israel. Hal ini dikarenakan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin 
Netanyahu telah meminta maaf kepada rakyat Turki atas insiden Mavi 
Marmara. Namun normalisasi belum bisa benar-benar terlaksana karena 
ada dua tuntutan Turki yang belum dilakukan oleh Israel. Pertama 
adalah kompensasi dari pihak Israel untuk korban dari insiden Mavi 
Marmara. Kedua adalah membuka blokade Gaza sehingga Turki dapat 
dengan mudah memberikan dan mengirimkan bantuan untuk 
Palestina.76 Semenjak Presiden Erdogan menjabat sebagai Presiden 
Turki segala kebijakan Turki mengarah pada kebijakan yang bersifat 
negatif. Baru pada tahun 2015 ini, kebijakan Turki ada yang bersifat 
positif.  
 Pada tanggal 31 Juli 2015, Turki kembali mengecam Israel 
mengenai kebijakan pemukiman ilegal diwilayah Palestina.77 Selain itu, 
pada tanggal 13 September, Menteri Luar Negeri Turki kembali 
memberikan kritik kepada Israel perihal pasukan keamanan Israel yang 
                                                             
76Nikkei Asian Review, “Asia Insight Out,” asia.nikkei.com, dalam 
http://asia.nikkei.com/info/about, diakses pada 18 Januari 2019 
77Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2015h, “…Press Release Regarding 
Israel’s Advancement of the Procedures...” mfa.gov.tr,12 November 2015 dalam 
http://bit.ly/2pQ8RGodiakses pada18 Januari 2019 



































melarang umat Islam untuk beribadah di Haram Al-Sharif. Apa yang 
telah dilakukan oleh Israel mendapatkan peringatan dari Pemerintah 
Turki bahwa Israel harus melaksanakan kewjibannya untuk 
memberikan jaminan terhadap kebebasan beribadan umat Islam 
Palestina.78 
 
Gambar 7: Kritik Turki Atas Pelarangan Ibadah di Haram Al-Sharif 
 Pada akhir tahun 2015, Perdana Menteri Ahmet Davutoglu kembali 
memberikan pernyataan mengenai upaya normalisasi hubungan antara 
Turki dan Israel. Ahmet Davutoglu menambahkan bahwa Turki akan 
tetap menuntut 3 hal dari Israel yang hingga pada akhir 2015 masih satu 
hal yang terlaksana, yakni meminta maaf pada pihak korban insiden 
Mavi Marmara. Sedangkan dua lainnya yakni kompensasi terhadap 
korban dan membuka blokade Gaza masih belum dikabulkan oleh 
Israel.79 
                                                             
78Republicof Turkey Ministry of Foreign Affair, 2015j, “…Press Release Regarding the 
Intrusion of the Israeli Police into Haram Al-Sharif,” mfa.gov.tr, 13 September 2015 dalam 
http://bit.ly/2rlqoqd diakses pada 18 Januari 2019 
79Reuters, “Turkey insisting on compensation, Gaza demands in Israel talks: Davutoglu.” 
reuters.com,22 December 2015 dalam http://reut.rs/2rle1u7 diakses pada 18 Januari 2019 



































 Pada tahun kedua Presiden Erdogan menjabat, isu yang berkembang 
masih perihal pemukiman ilegal, kritikan terhadap Israel yang 
kebijakannya sama dengan Israel serta upaya normalisasi kedua negara 
apsca pemutusan hubungan diplomatik tahun 2010. Hal ini berarti, pada 
tahun ini kebijakan Israel bersifat negatif dan positif. Kebijakan luar 
negeri Turki yang bersifat negatif adalah kritik dan kecaman mengenai 
pembangunan pemukiman ilegal, dan Israel yang tidak berbeda dengan 
teroris. Sedangkan kebijakan yang bersifat positif adalah upaya 
normalisasi yang di bangun kedua negara.  
 Kebijakan luar negeri yang bersifat negatif, jika dikaitkan dengan 
elemen dasar kepentingan nasional maka sesuai dengan elemen 
kepentingan pertahanan tanah air yang direpresentasikan sebagai 
keseimbangan keamanan dan demokrasi pada prinsip Turki. Tidak jauh 
beda dari tahun sebelumnya, kebijakan Israel  telah melanggar HAM  
rakyat Palestina, sehingga kepentingan Turki sebagai bridge country 
harus secara aktif merespon kebijakan Israel tersebut. Kaitannya dengan 
sifat dasar kebijakan luar negeri, Turki melakukan hal tersebut sifatnya 
foreign policy orientation atau sebagai strategi dan role atau citra. Turki 
mengecam dan mengkritik Israel adalah sebagai salah satu strategi untuk 
menunjukkan kekuatan dan citra Turki yang berani dan menolak 
penjajahan. Selain itu, kritikan yang diberikan terhadap Israel adalah 
strategi untuk mewujudkan Turki sebagai bridge country agar 
perdamaian kawasan dan global tercipta. 



































  Sedangkan pada kebijakan luar negeri Turki yang bersifat 
positif adalah usaha normalisasi yang dilakukan kedua negara. Dalam 
kaitannya dengan elemen dasar kepentingan nasional tertuang dalam 
elemen kesejahteraan ekonomi yang direpresentasikan menjadi 
pengembangan hubungan dengan tetangga, serta elemen kepentingan 
tatanan dunia yang tertuang dalam prinsip zero problem policy towards 
Turkey’s neighbors. Pengembangan hubungan  dengan tetangga dapat 
dilakukan salah satunya bekerjasama dengan negara lain untuk 
mewujudkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Hal ini yang sedang 
dibangun oleh Israel, demi membuat kerjasama yang sebelumnya 
terjalin dengan Israel kembali seperti semula, maka Turki merencanakan 
untuk kembali menormalkan hubungan diplomatiknya dengan Israel. 
Selain itu, prinsip Turki zero problem policy towards Turkey’s 
neighbors juga sesuai dengan kebijakan Turki soal ini. Dengan kembali 
menjalin hubungan diplomatik dengan Israel,  Turki telah menerapkan 
prinsipnya untuk  tidak  memiliki musuh di kawasan. Sehingga 
kepentingan Turki perihal kesejahteraan ekonomi akan terwujud, karena 
setelah melakukan rekonsiliasi keduanya akan berencana memperlebar 
bidang kerjasama yakni dalam bidang energi.80 
Pada kaitannya dengan sifat kebijakan luar negeri, usaha normalisasi 
bersifat goal yakni melindungi atau mewujudkan kepentingan 
nasionalnya. Kepentingan nasional Turki salah satunya adalah 
                                                             
80Várhelyi,“Turkish Foreign Policy towards Israel”,  97 



































kesejahteraan ekonomi, salah satu caranya adalah dengan bekerja sama 
dengan negara lain yang menguntungkan sehingga kebutuhan 
negaranya akan terpenuhi.  
3. Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Israel Tahun 2016  
Tahun 2016 menjadi titik balik bagi hubungan antara Turki dan 
Israel. Di satu sisi Menteri Luar Negeri Turki, Cavusoglu 
menyampaikan bahwa konflik Israel dan Palestina adalah hal yang 
penting. Namun disisi lain, Turki juga mengupayakan normalisasi 
kembali hubungan dengan Israel. Hingga pada bulan Jauari akhir, Turki 
dan Israel masih belum bisa mencapai normalisasi hubungan keduanya. 
Hal ini terhalang oleh dua tuntutan Turki yang belum dilakukan oleh 
israel, yakni memberikan kompensasi kepada korban insiden Kapal 
Mavi Marmara dan dibukanya blokade Gaza oleh israel agar Turki 
dapat memberikan bantuan dengan mudah kepada korban di 
Palestina.81 
Pada bulan Maret 2016, terjadi bom bunuh diri di Istanbul.82 Dari 
peristiwa tersebut terdapat warga Israel yang menjadi korban yakni tiga 
warga Israel meninggal dan beberapa luka-luka.83 Karena peristiwa itu 
pun pemerintah Israel memberikan peringatan kepada rakyatnya untuk 
sementara tidak melakukan perjalanan ke Turki. Ditambah lagi dengan 
pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu yang mengatakan bahwa 
                                                             
81Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2016a, “Speech by H.E. Mevlüt 
Çavuşoğlu...” mfa.gov.tr,11 January dalam http://bit.ly/2pFwaXg diakses pada 18 Januari 2019 
82Ibid 
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Turki sedang berada pada ancaman yang tinggi selama dua bulan 
terakhir.84 Setelah peristiwa tersebut, Menteri Luar Negeri Israel dan 
Turki bertemu di Istanbul utuk membahas mengenai peristiwa bom 
bunuh diri di Istanbul. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan 
bahwa Turki akan memberikan dana kompensasi kepada korban bom. 
Selain itu, Presiden Erdogan juga mengirimkan surat belasungkawa 
kepada korban dan beliau mengecam tindakan teorisme.85 
Adanya orang Isrel yang menjadi korban bom bunuh diri di Istanbul 
menjadi titik balik bagi Israel untuk mengabulkan dua syarat lain yang 
belum disepakati agar normalisasi dapat terlaksana. Tepatnya pada 
tanggal 11 April, juru bicara Presiden Erdogan mengonfirmasi kepada 
publik bahwa pihak Israel dan Turki sedang dalam negosiasi untuk 
menyepakati normalisasi hubungan kedua negara. Demikian pula 
Menteri Luar Negeri Israel, Netanyahu juga membuat konferensi pers 
yang menyatakan bahwa kedua negara telah merundingkan tentang 
perjanjian atau kesepakatan normalisasi. Netanyahu juga 
menambahkan, kemungkinan kesepakatan antar kedua negara akan 
dapat diselesaikan pada pertemuan berikutnya.86 Menurut juru bicara 
Presiden Erdogan, saat ini terdapat dua hal yang menjadi hambatan 
                                                             
84Kate Shuttleworth,“Israel warns against travel to Turkey after Istanbul bombing.” 
theguardian.com, 20 March 2016 dalam http://bit.ly/2qn1lFo diakses pada 18 Januari 2019  
85Israel Ministry of Foreign Affairs, 2016a, “Israeli tourists among victims of Istanbul 
terror attack,” mfa.gov.il,20 March 2016 dalam 
http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2016/Pages/Israeli-tourists-hurt-in-Istanbul-terror-attack-19-
March-2016.aspx diakses pada 18 Januari 2019 
86Presidency of the Republic of Turkey, 2016b,“Statement by Presidential Spokesperson 
Ambassador İbrahim Kalın,” tccb.gov.tr. 11 April 2016 dalm http://bit.ly/2pRIQFV diakses pada 
18 Januari 2019  



































tercapainya normalisasi hubungan kedua negara. Pertama adalah 
keprihatinan Turki atas apa yang terjadi di Masjid Yerussalem dan Al-
Aqsa karena kebijakan Turki yang melarang umat Muslim untuk 
beribadah. Kedua adalah blokade Gaza oleh Israel karena apa yang 
dilakukan oleh Israel bertentangan dengan hak asasi manusia, 
menghambat arus perpolitikan dan bertentangan dengan visi negara 
Turki.87 
Selanjutnya pada 25 April, juru bicara Presiden Erdogan kembali 
dihadapkan dengan pertanyaan mengenai bagaimana kelanjutan 
hubungan antara Turki dan Israel. Beliau menegaskan bahwa kedua 
negara telah mendekati tahap akhir dalam rencana normalisasi 
hubungan kedua negara. Setelah Israel menyerahkan uang kompensasi 
untuk korban Kapal Mavi Marmara dan dibukanya blokade Gaza, maka 
kesepakatan akan dapat dicapa dan proses normalisasi hubungan akan 
segera di tandatangani.88 
  
                                                             
87 Ibid  
88Presidency of the Republic of Turkey, 2016c, “Statement by Presidential Spokesperson 
Ambassador İbrahim Kalın,” tccb.gov.tr,25 April 2016 dalam http://bit.ly/2rbcIl2 diakses pada 18 
Januari 2019 




































Gambar 8: Penerimaan Tuntutan Israel atas Turki 
 Pada 28 Juni tahun 2016, Perdana Menteri Turki yang baru, Binali 
Yildirim mengumumkan bahwa Israel telah menerima semua tuntutan 
yang telah diajukan oleh Turki, termasuk membuka blokade Gaza 
meskipun harus penuh dengan kompromi dan ketidakpastian.89 Isi dari 
perjanjian rekonsiliasi antara Turki dan Israel adalah sebagai berikut:90 
1. Parlemen Turki akan mengeluarkan Undang-Undang yang 
membatalkan klaim mengenai insiden Mavi Marmara kepada 
tentara Israel.  
2. Insiden Mavi Marmara dianggap sebagai usaha Israel untuk 
mencegah kegiatan teroris yang berasal dari Turki.   
3. Bantuan Turki untuk Palestina bisa dikirimkan melalui 
pelabuhan Israel.91 
                                                             
89Rufiz Hafizoğlu, “Yildirim: Israel accepted all conditions of Turkey to normalize 
relations,” en.trend.az,28 June 2016 dalam http://en.trend.az/world/turkey/2550914.html diakses 
pada 18 Januari 2018 
90Barak Ravid, “Israel and Turkey Officially Announce Rapprochement Deal, Ending 
Diplomatic Crisis,” haaretz.com,27 June 2016 dalam http://www.haaretz.com/israel-news/1.727369 
diakses pada 18 Januari 2019 
91Reuters, Turkish parliament approves deal ending rift with Israel,” reuters.com, 20 
August 2016 dalam http://reut.rs/2rlO920 diakses pada 18 Januari 2019 



































4. Israel memberikan kesempatan atau memungkinkan Turki untuk 
membangun sarana umum di Gaza, termasuk membangun 
rumah sakit, pembangkit listrik, stasiun, dan lain-lain.  
5. Israel akan membayar $20 juta sebagai dana kompensasi korban 
insiden Mavi Marmara.  
6. Turki dan Israel akan memulai proses normalisasi dan menunjuk 
duta besar sebagai perwakilan negara untuk Ankara. 
Setelah normalisasi hubungan antara Turki dan Israel resmi 
diumumkan, Menteri Luar Negeri Turki mengatakan bahwa kedua 
negara akan segera bertukar duta besar dalam waktu singkat.92 
Pemerintah Israel telah menunjuk Eitan Na’eh sebagai duta besar Israel 
untuk Ankara. Secara bersamaan, pemerintah Turki menunjuk Kemal 
Ökem yang sebelumnya adalah penasehat kebijakan luar negeri Perdana 
Menteri Yildirim sebagai duta besar Turki untuk Tel Aviv.93 Normalisasi 
hubungan kedua negara telah menjadi pilar bagi kebijakan luar negeri 
Turki terhadap Israel. Kesepakatan yang telah dicapai dan hubungan baik 
yang harus dipertahankan juga dipengaruhi oleh isu-isu sepanjang tahun 
2016 yang berkembang dan perlu diperhitungkan. Seprti, peristiwa 
kudeta militer yang gagal pada bulan juli 2016, namun peristiwa ini 
                                                             
92Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2016l, “…Statement of the Spokesman 
of the Ministry...” mfa.gov.tr,11 October 2016 dalam http://bit.ly/2pRKhE7 diakses pada 18 Januari 
2019 
93Hande Alam, Basma Atassi, Ian and Lee, “First Israeli ambassador in five years arrives 
in Turkey.” edition.cnn.com,1 December 2016 dalam http://cnn.it/2qndcDH diakses pada 18 Januari 
2019 



































terbukti tidak memberikan dampak besar bagi hubungan Turki dan 
Israel.94 
Meskipun rekonsiliasi telah disepakati, Turki harus dihadapkan 
dengan kebijakan Israel mengenai pemukiman ilegal yang akan dibangun 
di Palestina. Dari bulan Juli hingga Desember, Menteri Luar Negeri 
Turki beberapakali membuatkan konferensi pers yang mengutuk 
kebijakan Israel tentang pembangunan pemukiman ilegal. Pada 23 
Desember, pemerintah Turki menyambut baik rsolusi Dewan Keamanan 
PBB telah mencatat kegiatan Israel yang membangun pemukiman ilegal 
adalah hal yang bertentangan dengan hukum internasional.95 
Selain itu Israel telah merancang Undang-Undang mengenai 
pembatasan menggunakan pengeras suara untuk adzan.96 Hal ini sontak 
membuat Perdana Menteri Turki, Yilridim memberikan respon negatif 
yang menunjukkan bahwa kebijakan Israel bukanlah hal yang benar dan 
tidak dapat diterima tidak hanya oleh Turki tapi seluruh umat muslim di 
dunia karena membatasi kebebasan umat muslim untuk beribadah.97 Isu 
mengenai Palestina dan agama masih mendominasi respon Turki 
terhadap Israel.  
                                                             
94BBC, “Turkey's coup attempt: What you need to know,” bbc.com, 17 July 2016 dalam 
http://www.bbc.com/news/world-europe-36816045 diakses pada 18 Januari 2019 
95Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2016f,“…Press Release Regarding 
Israel’s Approval for the Construction...” mfa.gov.tr,26 July 2016 dalam http://bit.ly/2pPW72 
diakses pada 18 Januari 2019 
96 Ibid  
97Republic of Turkey Office of the Prime Minister, 2016b, “Turkish pm says Israel’s anti-
adhan bill ‘unacceptable’,” byegm.gov.tr, 30 November 2016 dalam http://bit.ly/2pQivsg diakses 
pada 18 Januari 2018 



































Pada tahun ini, isu yang menjadi perhatian Turki adalah pemberian 
kompensasi korban bom Istanbul, kesepakatan normalisasi, kritik 
pembangunan pemukiman ilegal, dan larangan menggunakan pengeras 
suara untuk adzan. Kebijakan luar negeri Turki tahun ini tidak jauh 
berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni kebijakan bersifat negatif dan 
positif. Kebijakan luar negeri Turki yang bersifat negatif adalah kritik 
dan kecaman pembangunan pemukiman ilegal di Turki dan larangan 
menggunakan pengeras suara saat Adzan. Sedangkan kebijakan luar 
negeri yang bersifat positif adalah pemberian kompensasi dan surat 
belasungkawa untuk orang Israel yang menjadi korban bom Istanbul dan 
kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. 
Jika dikaitkan dengan elemen dasar kepentingan nasional, apa yang 
dilakukan oleh Turki atas dasar kepentingan pertahanan tanah air yang 
direpresentasikan pada keseimbangan kemanan dan demokrasi dalam 
prinsip politik luar negerinya. Kebijakan Israel telah melanggar HAM 
rakyat Palestina, tidak hanya perihal tempat tinggal tetapi juga kebebasan 
beribah umat muslim disana. Melihat kepentingan Turki sebagai negara 
bridge country, wajar saja jika Turki merespon negatif hal tersebut 
karena memang melanggar HAM selain itu  juga faktor kesamaan budaya 
sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak juga menjadi alasan.  
Pada sifat dasar kebijakan luar negeri, kebijakan yang dikeluarkan 
oleh Turki sifatnya adalah role atau citra serta orientation yakni strategi. 
Strategi Turki untukmenjadi negara yang berpengaruh dikawasan dengan 



































citra sebagai negara besar yang berani telah dibangun oleh Turki dengan 
kebijakan yang sifatnya negatif terhadap Israel. Hal ini dikarenakan 
Israel merupakan negara yang berpengaruh di kawasan dan Turki berani 
mengkritik bahkan mengecam.  
Kemudian kebijakan luar negeri Turki yang bersifat positif, jika 
dilihat dari elemen dasar kepentingan nasional adalah kesejahteraan 
ekonomi yang direpresentasikan dengan prinsip pengembangan 
hubungan dengan tetangga dan elemen kepentingan tatanan dunia yang 
direpresentasikan pada prinsip zero problem policy toward Turkey’s 
neighbor. Dalam kaitannya dengan prinsip pengembangan hubungan 
dengan tetangga, kerjasama adalah satu hal yang bisa dilakukan. Untuk 
mewujudkan kesejahteraan ekonomi sesuai yang diharapkan Turki, maka 
dengan kembali menjalin kerjasama seperti sebelumnya dan menambah 
bidang kerjasama, maka keuntungan yang didapatkan akan lebih banyak. 
Sedangkan kaitannya dengan prinsip zero problem policy toward 
Turkey’s neighbor, Turki telah menanamkan nilai-nilai perdamaian 
dengan tidak menerapkan prinsip tersebut. Ketika Turki dan Israel saling 
mengirimkan duta besarnya, menunjukkan bahwa Turki ingin 
menunjukkan bahwa Israel membutuhkan Turki sekaligus satu langkah 
menciptakan stabilitas politik di kawasan.  
Jika dikaitkan dengan sifat dasar kebijakan luar negeri, maka yang 
dilakukan oleh Turki sifatnya adalah goal dan action. Kebijakan luar 
negeri Turki bersifat goal karena dengan normalisai maka kepentingan 



































nasional Turki untuk berusaha membuat  perekonomiannya sejahtera 
dengan kembali melakukan kerjasama diberbagai bidang dengan Israel. 
Kaitannya dengan action adalah dengan menandatangai rekonsiliasi 
hubungan kedua  negara, Turki telah mempertahankan kepentingan 
nasionalnya untuk memakmurkan ekonomi negaranya lewat jalan 
kerjasama. 
4. Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Israel Pada Tahun 2017 
Pada 15 Januari 2017, Konferensi Perdamaian Timur Tengah 
terselenggara.98 Pada acara tersebut, Menteri Luar Negeri Cavusoglu 
berharap akan ada solusi jangka panjang atas konflik Israel dan Palestina. 
Selain itu, Mevlut Cavusoglu mengatakan kekecewaannya terhadap 
Israel karena pemukiman ilegal yang semakin meningkat di Palestina. 
Berberda dengan pernyataan Presiden Erdogan sebelumnya yang 
mengatakan bahwa Yerussalem harus menjadi ibukota Palestina, 
Cavusoglu justru menekankan solusi yang harus segara ada dan 
menambahkan bahwa Yerussalem Timur sebagai ibukota Palestina. 
Beliau beralasan bahwa hidup berdampingan antar negara adalah hal 
yang harus diciptakan dan dipelihara.99 
 
                                                             
98Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2017h, “…Press Release Regarding 
Political Consultations with Israel,” mfa.gov.tr,30 January 2017 dalam http://bit.ly/2qmNgrY 
diakses pada 18 Januari 2018 
99Presidency of the Republic of Turkey, 2017b, “Statement by Presidential Spokesperson 
Ambassador İbrahim Kalın,” tccb.gov.tr,9 March 2017 dalam http://bit.ly/2rlrfqM, diakses pada 18 
Januari 2019 




































Gambar 9: Kecaman Turki Atas Pemukiman Ilegal  
Pemerintah Turki begitu aktif pada isu mengenai kebijakan Israel 
tentang pembangunan pemukiman ilegal di Palestina. Hal ini terlihat dari 
bulan Januari hingga Maret,  beberapa siaran pers terbit yang berisi 
mengenai pemerintah Turki yang mengutuk pembangunan pemukiman 
di wilayah Palestina oleh Israel.100  Masalah lain yang menjadi sorotan 
adalah batasan penggunaan pengeras suara. Juru Bicara Presiden 
Erdogan, Kalin menyatakan keprihatinannya atas kebebasan beragama 
yang dibatasi.101 Apa yang disampaikan oleh Kalin tentu saja 
mendapatkan dukungan dari semua pihak. Tidak hanya umat Islam di 
Palestina, namun seluruh umat Islam mengecam apa yang dilakukan oleh 
Israel. Turki selalu mengingatkan dan berharap agar Israel mengubah 
haluan kebijakannya. 
                                                             
100Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2017c, “…Press Release Regarding 
Israel's Approval...” mfa.gov.tr, 23 January 2017 dalam http://bit.ly/2qmVO2f, diakses pada 18 
Januari 2018  
101 Presidency of the Republic of Turkey, 2017a, “Statement by Presidential Spokesperson 
Ambassador İbrahim Kalın.” tccb.gov.tr, 22 February 2017 dalam http://bit.ly/2qmWhRO, diakses 
pada 18 Desember 2018 



































Pada tanggal 8 Mei, Presiden Recep Tayyip Erdogan kembali 
mengutarakan kritik pedasnya terhadap Israel. Presiden Erdogan 
mengkritik kebijakan Israel yang dianggap diskriminatif terhadap 
Palestina. Perdamaian yang abadi di Timur Tengah dapat dicapai apabila 
Palestina merdeka dan menjadi negara yang berdaulat dan Yerussalem 
menjadi ibukota Palestina. Kritik Erdogan lainnya adalah Undang-
Undang yang diajukan oleh pemerintah Israel kepada Parlemen perihal 
pelarangan menggunakan pengeras suara untuk adzan Isya dan Subuh.102 
Akibat dari kritik Erdogan terhadap Israel saat itu, membuat ketegangan 
diplomatik kedua negara meskipun normalisasi hubungan kedua negara 
telah disepakati. Kemudian tak lama setelah pernyataan Erdogan 
tersebut, Israel memanggil duta besar Turki. Kritik Erdogan tersebut 
dibalas oleh juru bicara Kemntrian Israel, Emmanuel Nahshon yang 
mengatakan bahwa Turki yang melakukan pelanggaran hak asasi 
manusia terhadap Kurdi, secara sistematis tidak bisa bicara soal moral, 
agama di kawasan Timur Tengah dengan alasan demokrasi. Nahshon 
juga menambahkan baha Israel adalah negara yang secara konsisten 
melindungi umt Yahudi, Islam, Kristen dan agama apapun.103 
                                                             
102 Tempo.com, “Terkait Isu Palestina, Hubungan Turki dan Israel Tegang,” dalam 
https://dunia.tempo.co/read/874098/terkait-isu-palestina-hubungan-turki-israel-
tegang/full&view=ok, diakses pada 18 Januari 2018 
103Presidency of the Republic of Turkey, 2017a, “Statement by Presidential Spokesperson 
Ambassador İbrahim Kalın.” tccb.gov.tr, 22 February 2017 dalam 
https://www.tccb.gov.tr/en/spokesperson/1696/89350/statement-by-presidential-spokesperson-
ambassador-ibrahim-kalin 07 02 diakses pada 18 Januari 2019 
 



































Berbeda dengan tahun sebelumnya, isu yang berkembang pada 
tahun 2017 adalah pemukiman ilegal, batasan pengeras suara adzan, dan 
kritik kebijakan Israel yang diskriminatif. Jika dikaitkan dengan elemen 
dasar kepentingan nasional maka yang dilakukan Turki termasuk dalam 
kepentingan pertahanan tanah air yang tertuang dalam prinsip 
keseimbangan keamanan dan demokrasi. Seperti yang dijelaskan peneliti 
dalam kebijakan luar negeri tahun-tahun sebelumnya yang terkait dengan 
isu yang sama, Turki melakukan ini untuk membuat branding Turki 
menjadi bridge country. Selain itu, dengan aktif merespon isu mengenai 
pelanggaran HAM adalah salah satu upaya Turki mewujudkan 
perdamaian di kawasan dan global. 
Kemudian jika dikaitkan dengan sifat kebijakan luar negerinya,  
kebijakan Turki bersifat foreign policy orientation dan role. Bersifat 
orientation karena sebagai salah satu strategi branding sebagai negara 
bridge country dengan aktif merespon isu di kawasan dan global. 
Kaitannya dengan role atau citra, Turki ingin menjadi negara besar yang 
diperhitungkan sekaligus berpengaruh baik di kawasan maupun global. 
5. Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Israel Tahun 2018 
Kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel pada tahun 2018 hanya 
akan dipaparkan hingga bulan Mei oleh penulis. Hal ini dikarenakan pada 
bulan Juni 2018 Turki sudah melakukan pemilihan umum untuk presiden 
baru di Turki.  



































Pada tanggal 30 Maret 2018, rakyat Palestina melakukan demostrasi 
dan tentara Israel mengarahkan tembakan kepada para pengunjuk rasa. 
Karena serangan tersebut, 16 warga Palestina menjadi korban. Atas 
peristiwa itu Presiden Erdogan merespon peristiwa yang terjadi dengan 
konferensi pers dan menyatakan bahwa Netanyahu adalah seorang 
teroris. Hal tersebut dibalas oleh Netanyahu yang menyatakan bahwa 
Erdogan adalah orang yang melakukan genosida kepada warga Kurdi.104 
Selanjutnya pada 17 April, Presiden Erdogan kembali mengancam untuk 
membatalkan normalisasi hubungan kedua negara tahun 2016 lalu. Hal 
ini dikarenakan tentara israel membunuh 17 warga Palestina di 
perbatasan Gaza. Turki semakin tegas dalam menjelaskan posisinya di 
hadapan masyarakat internasional. Bagaimana tidak, Turki begitu agresif 
dalam merespon tindakan Israel pada isu penyerangan Palestina.105 
Tidak lama setelah  itu kembali Israel berulah dengan membunuh 55 
warga Palestina yang melakukan unjuk rasa atas pemindahan duta besar 
Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerussalem. Apa yang dilakukan oleh 
Israel mendapatkan respon negatif dan tegas dari Turki. Pada tanggal 14 
Mei 2018, Presiden Erdogan mengumumkan penarikan Duta Besar Turki 
untuk Israel melalui pidatonya di London, Inggris. Tak luapa Erdogan 
                                                             
104 BBC, “Presiden Turki Sebut PM Israel Benjamin Netanyahu ‘Teroris’, BBC.com, dalam 
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43613697, diakses pada 18 Januari 2019  
105 Presidency of the Republic of Turkey, 2017a, “Statement by Presidential Spokesperson 
Ambassador İbrahim Kalın.” tccb.gov.tr, 22 February 2017 dalam 
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juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel adalah 
genosida yang menunjukkan bahwa Israel adalah negara teror.106 Satu 
hari setelah penarkan duta besar Turki atas Israel, Turki menyuruh Duta 
Besar Israel untuk meninggalkan Turki pada 15 Mei 2018. Hal ini 
kemudian langsung dibalas oleh Kementrian Luar Negeri Israel yang 
menyuruh Konsulat Jenderal Turki di Yerussalem kembali ke Turki 
untuk batas waktu yang tidak ditentukan.107 
Isu yang berkembang pada tahun ini adalah perihal pembunuhan 
demonstran Palestina dan pemutusan hubungan diplomatik. Kedua isu 
tersebut menunjukkan secara jelas bahwa kebijakan luar negeri Turki 
mengarah pada sifat negatif. Jika dikaitkan dengan elemen dasar 
kepentingan nasional, kebijakan luar negeri Turki terkait dengan elemen 
kepentingan pertahanan tanah air yang tertuang dalam prinsip 
keseimbangan keamanan dan demokrasi serta elemen kepentingan dalam 
menyebarkan nilai yang tertuang dalam prinsip rhytmic diplomacy. 
Dalam kaitannya dengan keseimbangan keamanan dan demokrasi, Turki 
mengkritikdan mengecam apa yang dilakukan oleh Israel sebagai wujud 
penolakan terhadap penjajahan dan branding sebagai bridge country. 
Pembunuhan terhadap demonstran tersebut dilanjutkan dengan aksi 
                                                             
106  Yon Yoseph, “Genosida di Gaza Turki Tarik Duta Besar Israel”, Dunia Tempo, dalam 
https://dunia.tempo.co/read/1089002/genosida-di-gaza-turki-tarik-dubes-dari-israel-
amerika/full&view=ok, diakses pada 18 Januari 2019 
107 Agni Vidya Perdana, “Kekerasan di Gaza, Presiden Turki Bandingkan Israel dengan 
Nazi, Internasional Kompas, 
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pengusiran duta besar Israel di Turki yang termasuk rhytmic diplomacy 
yakni secara tidak langsung menyebarkan nilai-nilai bahwa Turki 
menolak keras penjajahan seperti apa yang dilakukan oleh Israel. 
Jika dilihat dari sifat dasar kebijakan luar negeri, kebijakan Turki 
terhadap Israel bersifat role dan action. Bersifat role karena semakin 
membuat citra Turki sebagai bridge country yang berpengaruh di Timur 
Tengah semakin nyata. Selain itu dengan mengusir duta besar Israel 
untuk Turki adalah aksi yang dilakukan untuk membuat Turki terkenal 
sebagai bridge country yang berpengaruh dan menjaga kepentingannya 
untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. 
C. ANALISA DATA  
Sesuai dengan data-data yang telah dipaparkan pada sub bab 
sebelumnya, peneliti akan mulai memaparan hasil analisa data dengan 
menggunakan konsep dan model yang teah dipaparkan sebelumnya di bab 
ke  dua. Sebelumnya dalam setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan 
oleh Turki, peneliti telah menganalisanya secara langsung dengan konsep 
kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri. Selanjutnya, peneliti akan 
menganalisa menggunakan model aktor rasional dalam teori pilihan 
rasional. 
Seperti data yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya bahwa 
kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Turki lebih condong pada 
kebijakan luar negeri yang bersifat negatif. Memang tidak sepenuhnya 



































kebijakan luar negeri Turki mengarah pada yang sifatnya negatif, karena 
beberapa kli Turki mengeluarkan kebijakan luar negeri yang bersifat positif.  
1. Konsep Kepentingan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri dalam 
Kerangka Turki  
Dalam konsep kepentingan nasional yang telah sebelumnya 
dipaparkan oleh peneliti, menurut Morgenthau kepentingan nasional 
didasari oleh sifat rasional dan fleksibel. Sifat kepentingan nasional yang 
rasional didasari pada perlindungan identitas fisik, politik, dan 
kebudayaan. Sedangkan kepentingan nasional harus bersifat fleksibel 
yang artinya dapat diubah sesuai dengan situasi dan kebutuhan 
masyarakat.  
Dalam kaitannya dengan negara Turki konsep kepentingan nasional 
tentu saja juga berlaku. Turki merupakan salah satu negara yang 
memiliki kedaulatan yang dapat diperhitungkan oleh negara-negara di 
dunia. Turki adalah negara yang memiliki luas wilayah 783.562 km2 dan 
terbentang di benua Asia dan Eropa yang terpisah oleh laut Marmara, 
Selat Bosporus dan Dardanella.108Wilayah Turki mayoritas berupa 
pegunungan, dataran tinggi, pantai, dan sungai yang tentu saja 
memberikan keuntungan tersendiri bagi Turki baik dalam hal penopang 
perekonomian maupun keamanan.109 Misalnya dalam hal perekonomian 
adalah kaitannya dengan perdagangan, dengan geografis Turki yang 
                                                             
108 Flysh Geost, “Letak Astronomis, Geografis dan Geologis Negara Turki Serta 
Keuntungannya”, Gelologinesia, dalam http://www.geologinesia,com, diakses pada 19 Januari 2019  
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sedemikian rupa Turki dapat memasarkan produknya di dua 
benua.Dalam hal kemanan, geografi Turki dapat menjadi tempat yang 
tepat untuk latihan para prajuritnya dan menjadi markas yang tepat untuk 
menjaga stabilitas kedaulatannya. 
Seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, terdapat 
empat elemen dasar dari kepentingan nasional yang dipaparkan oleh 
Morgenthau, yaitu kepentingan pertahanan tanah air, kepentingan 
kesejahteraan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan 
promosi nilai-nilai.110 Keempat elemen dasar kepentingan nasional ini 
berhasil dituangkan oleh Ahmet Davutoglu kedalam lima prinsip politik 
luar negeri Turki agar Turki aktif dalam dunia internasional.111Lima 
prinsip dasar politik luar negeri Turki adalah keseimbangan antara 
keamanan dan demokrasi, “zero problem policy toward Turkey’s 
neighbors”, pengembangan hubungan dengan negara tetangga, 
pelaksanaan politik luar negeri yang multi-dimensional, dan pelaksanaan 
rhythmic diplomacy.112 
Elemen dasar yang pertama perihal pertahanan tanah air atau 
kedaulatan, Turki merepresentasikannya pada prinsip dasar 
keseimbangan antara keamanan dan demokrasi. Sebuah negara harus 
mampu menciptakan kemanan secara domestik dan kawasan sehingga 
                                                             
110 Donald Edwin Nuechterlein, America Recommitted: A Superpower Assesses Its Role 
in a Turbulent World 2nd edition, (Lexington, Kentucky: The University of Press of Kentucky, 
2001), 20. 
111Ibid, 96. 
112Ahmet Davutoglu, “Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring”,78 



































dapat menciptakan keamanan secara global. Dalam prinsip dasar Politik 
Luar Negerinya, Turki menginginkan akan adanya keseimbangan antara 
keamanan dan demokrasi di dalam negara.113 Setelah Turki berhasil 
menciptakan keamanan dalam negerinya, Turki kemudian menciptakan 
sebuah politik luar negeri yang merepresentasikan bahwa mereka ingin 
menciptakan keamanan secara wilayah dan global. Hal ini mereka 
lakukan untuk menjamin pula kepentingan negara yaitu berupa 
keamanan bagi warga negaranya. 
Dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel 
pelanggaran HAM ini berkaitan dengan kebijakan luar negeri Turki yang 
bersifat negatif seperti pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel, 
larangan menggunakan pengeras suara untuk adzan, dan pembunuhan 
demonstran Palestina yang menyebabkan Turki menarik duta besarnya 
dari Israel. Turki menggunakan prinsip keseimbangan keamanan dan 
demokrasi untuk menjaga keamanan kawasan dan politik luar negeri 
yang multidimensional untuk menjaga keamanan global. Contoh 
kebijakan Turki diatas adalah kebijakan yang bersifat orientation yang 
berkaitan dengan strategi Turki menjadi negara bridge country dan role 
yang berkaitan dengan citra.menjadi negara besar, kuat, dan berpengaruh 
di kawasan. 
Elemen dasar kedua yakni kesejahteraan ekonomi tertuang di dalam 
prinsip dasar ketiga politik luar negeri Turki, yaitu pengembangan 
                                                             
113 Ibid 79. 



































hubungan dengan negara tetangga.114 Terdapat beberapa cara suatu 
negara agar ekonominya sejahtera seperti dengan memperbanyak relasi 
dan kerjasama dengan negara lain. Dalam kaitannya dengan kebijakan 
luar negeri Turki terhadap Israel, normalisasi hubungan kedua negara 
pada tahun 2016 adalah salah satu contohnya karena dengan 
memperbaiki hubungan diplomatik keduanya, kerjasama Turki dan Israel 
akan kembali seperti semula baik dalam bidang keamanan maupun 
ekonomi, serta tambahan kerjasama dalam bidang lainnya seperti energi 
yang tentu saja akan memberikan pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi 
Turki.115 Kebijakan yang dilakukan oleh Turki ini bersifat goal yakni 
mencoba mendapatkan kepentingannya atau mempertahankan 
kepentingannya untuk kesejahteraan ekonomi negaranya. Serta bersifat 
action sebagai langkah kongkrit mendapatkan meujudkan kepentingan 
nasionalnya dengan kebijakan yang dikeluarkan. 
Elemen dasar ketiga adalah kepentingan tatanan dunia yang tertuang 
dalam prinsip dasar politik luar negeri Turki Zero problem policy toward 
Turkey’s neghbors. Kepentingan nasional Turki untuk menjadi bridge 
country, Turki berusaha menciptakan tatanan dunia yang baru. Dengan 
Zero problem policy toward Turkey’s neghbors, Turki berusaha 
menciptakan interaksi yang baik antar negara tetangga sehingga Turki 
bisa menjadi pelopor kerjasama dikawasan. Jadi prinsip tersebut mempu 
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mengantar Turki menjadi bridge country dan ikut andil dalam 
menciptakan perdamaian dunia. Dalam kaitannya dengan kebijakan luar 
negeri Turki terhadap Israel, usaha normalisasi dan pemberian 
kompensasi bagi warga Israel yang terkena bom Istanbul adalah 
contohnya. Karena dengan keduanya bekerjasama akan berimbas pada 
banyak hal baik misalnya perekonomian kedua negara yang meingkat 
dan lain sebagainya. Kebijakan Turki ini bersifat goal dan action. Hal ini 
dikarenakan dengan normalisasi dan pemberian kompensasi adalah cara 
untuk memperoleh kepentingan Turki berupa kesejahteraan ekonomi dan 
menciptakan perdamaian kawasan. Bersifat aksi karena kebijakan 
tersebut menjadi hal yang dilakukan oleh Turki untuk Israel secara 
kongkrit demi tercapainya kepentingan nasional Turki. 
Elemen keempat adalah kepentingan dalam penyebaran nilai yang 
dituangkan dalam prinsip rhtmic diplomacy. Diplomasi ini adalah 
diplomasi yang dilakukan dengan aktif berperan pada isu internasional 
dan forum internasional guna menyebarkan nilai-nilai yang dimiliki 
negaranya untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya.116 Dalam 
kaitannya dengan kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel, pengusiran 
duta besar Israel atas pembunuhan warga Palestina adalah adalah salah 
satu contohnya. Turki menyampaikan bahwa negara itu menolak adanya 
penjajahan dengan penarikan duta besar. Kebijakan ini bersifat role dan 
action. Bersifat role karena sebagai branding bridge country dan negara 
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berpengaruh dikawasan serta bersifat aksi karena Turki melakukan aksi 
konkrit dengan mengusir duta besar Israel untuk mengamankan 
kepentingannya dengan menyebarkan nilai yakni menolak penjajahan. 
Selanjutnya jika dikaitkan dengan konsep kebijakan luar negeri 
menurut Holsti yang beranggapan bahwa kebijakan laur negeri adalah 
perpanjangan tangan dari kepentingan nasional.117Namun kebijakan luar 
negeri juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti faktor kepentingan 
nasional negaranya berupa ekonomi dan keamanan.Sedangkan pada 
faktor eksternal adalah keadaan politik internasional. Dengan melihat 
kepentingan nasional Turki untuk menjadi bridge country, menjaga 
keamanan wilayah, kesejahteraan ekonomi dan negara yang berpengaruh 
baik dalam kawasan regional maupun internasional maka salah satu cara 
yang dapat dilakukan adalah menjadi negara yang aktif dalam merespon 
isu-isu yang ada seperti dalam Timur Tengah, Uni Eropa, NATO, OKI 
dan lain sebagainya. Maka merespon isu Israel dan Palestina secara aktif 
adalah hal yang wajar.Jika dikaitkan dengan identitas budayanya, Turki 
berada dibawah pimpinan Presiden Erdogan kembali dengan identaitas 
nasional islamnya yang tebal.Maka bukan hal yang mengagetkan jika 
kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel lebih condong pada kebijakan 
yang bersifat negatif.Hal ini dikarenakan latar belakang kesamaan agama 
yang menjadi faktor pertama.Seperti data yang telah dipaparkan oleh 
peneliti sebelumnya, bahwa faktor agama dan isu Israel-Palestina 
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menjadi dua isu yang paling aktif direspon oleh Turki dalam 
hubungannya dengan Israel. 
2. Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Israel dalam Kerangka 
Model Aktor Rasional dalam Teori Pilihan Rasional 
 
Dalam teori pilihan rasional aktor satu-satunya adalah negara. 
Representasi dari aktor-aktor yang membuat kebijakan adalah atas 
nama negara. Dalam membuat kebijakan luar negeri, negara 
mempertimbangkan tiga hal penting. Pertama adalah lingkungan 
negara.Dalam hal lingkungan adalah kondisi negara itu sendiri baik 
dalam hal ekonomi, keamanan, stabilitas politik dan yang paling 
penting adalah kepentingan nasional yang harus diwujudkan. Kedua 
adalah menafsirkan keputusan berdasarkan kejadian yang berkaitan 
dengan negara tersebut. Seperti ketika merespon Israel ketika 
melakukan genosida di jalur Gaza. Secara tidak langsung apa yang 
dilakukan oleh Israel mencederai kepentingan nasional Turki untuk 
membangun perdamaian di kawasan.  Sehingga Turki sangat responsif 
dalam membuat kebijakan untuk Israel. Ketiga tentu saja 
mempertimbangkan keuntungan maksimal. Setiap negara pasti akan 
egois dan membuat kebijakan yang akan membuat negaranya 
mendapatkan tujuan yang diharapkan, mempertahankan kepentingan 
nasionalnya, dan mencari keuntungan maksimal dalam setiap 
keputusan. 



































Hubungan Turki dan Israel sejak awal sudah sangat baik 
dibangun, meskipun dalam mempertahankannya sering kali diselingi 
dengan perselisihan antar dua negara.Namun saat ini, ketika Turki 
dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan hubungan keduanya 
tidak terlalu baik. Hal ini ddapat dilihat dari data-data yang dipaparkan 
oleh peneliti yang menunjukkan kebijakan Turki kepada Israel 
cenderung bersifat negatif.Kedua negara menjalin hubungan sudah 
sangat lama, bahkan negara Turki adalah negara Islam pertama yang 
mengakui Israel sebagai negara.Meskipun begitu hubungan kedua 
negara sering kali mengalami pasang surut. Misalnya saja ketika Israel 
secara terang-terangan mendukung Kurdi untuk merdeka dan 
memberikan bantuan senjata untuk pemberontak Kurdi di Turki.118 
Padahal Israel jelas mengetahui bahwa Kurdi adalah masyarakat yang 
dianggap teroris oleh Turki karena pemberontakannya. Kondisi tersebut 
secara psikologis tentu menyakiti Turki yang masih tetap berusaha 
menjaga hubungan baiknya dengan Israel. 
Namun melihat konteks hubungan kedua negara, Israel berada 
pada posisi yang lebih mendominasi dibanding dengan Turki.  Namun 
Israel dan dan Turki sama-sama tidak akan mampu untuk benar-benar 
saling meninggalkan. Seperti apa yang diutarakan oleh Bapak Murtafi 
yang mengatakan bahwa Turki dan Israel tidak akan benar-benar 
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memutuskan hubungan, hanya renggang saja. Sesuai dengan fakta yang 
ada pula bahwa hubungan dagang mereka tidak dipengaruhi oleh 
hubungan diplomatik mereka.119 Selain itu Pak Murtafi juga 
mengatakan bahwa Turki memperoleh senjata dari Israel. Dari segi 
alusista saja kedua negara ini bekerjasama, maka sudah terlihat bahwa 
ketika ada masalah saja kedua negara ini tidak akan pernah sampai 
saling menyerang menggunakan senjata, hanya kecaman-kecaman saja. 
Apa yang dikatakan oleh Pak Murtafi sesuai dengan data yang 
dipaparkan oleh peneliti sebelumnya bahwa kebijakan antar kedua 
negara yang bersifat negatif lebih mengarah kepada kecaman-kecaman.  
Bagi pemerintah Turki, kebijakan luar negeri yang lebih 
responsif dan lebih mengarah kepada kebijakan yang bersifat negatif 
memberikan nilai yang postif baik kepada pemerintah, baik berasal dari 
masyarakat maupun dunia internasional. Israel sudah banyak mendapat 
kecaman dan hukuman dari banyak negara atas apa yang dilakukannya 
terhadap Palestina. Dengan responsif memberikan kecaman dan kritik 
kepada kebijakan Israel yang dianggap melanggar hokum internasional 
dan hak asasi manusia tentu meningkatkan citra baik Turki.Negara 
Presiden Erdogan ini dianggap berani dan benar-benar menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan berusaha keras menciptakan perdamaian 
dunia. 
                                                             
119  Hasil wawancara dengan Bapak Murtafi selaku mantan korespondensi Majalah Gatra 
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Surabaya, pada 6 Desember 2018 



































Turki sempat dua kali memutuskan hubungan diplomatiknya 
dengan Israel.Pertama karena peristiwa Mavi Marmara tahun 2010 dan 
kedua karena penyerangan Israel di Gaza pada awal 2018 lalu.120  
Langkah tegas ini diambil oleh pemerintah Turki sebagai langkah yang 
paling rasional karena apa yang dilakukan oleh Israel sudah melewati 
batas. Apa yang dilakukan oleh Turki dengan mengusir Duta Besar 
Israel mendapatkan simpati dari rakyat dan dunia. Hal ini dilakukan 
oleh Turki sebagai upaya menghadapi dinamika perkembangan politik 
di Timur Tengah yang didominasi oleh pengaruh Israel.Israel dan 
banyak sekutunya memberikan banyak pengaruh bagi arah perpolitikan 
di Timur Tengah, hal ini karena Israel saat ini menjadi negara yang 
cukup diperhitungkan dengan segala kekuatan yang dimiliki.121 
Tidak hanya kebijakan yang bersifat negatif yang ditujukan 
oleh Turki terhadap Israel. Tetapi dua kali kebijakan Turki mengarah 
pada sifat yang positif terhadap Israel seperti upaya rekonsiliasi 
hubungan kedua negara pasca insiden Mavi Marmara 2010 dan kiriman 
surat bela sungkawa serta uang kompensasi untuk korban bom di 
Istanbul.122 Ketika terjadi konflik antar kedua negara ini, kedua negara 
akan saling berusaha untuk melakukan negosiasi agar menciptakan 
kesepakatan baru yang mengauntungkan kedua belah pihak dan pada 
akhirnya hubungan kedua negara akan kembali normal. Tentu saja 
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121 Ibid 49  
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alasannya adalah menjunjung tinggi perdamaian dan meminimalisir 
konflik sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri Turki. 
Meskipun kedua negara menjalin hubungan normal kembali 
pasca normalisasi, Turki tetap memberikan respon negatif jika 
kebijakan Israel mengeluarkan kebijakan yang menghambat 
perdamaian di Timur Tengah. 
  



































Secara ringkas, analisa kebijakan negeri Turki dapat dijelaskan 
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KESIMPULAN DAN SARAN  
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan penyajian dan analisa data dalam bab IV dapat diambil 
kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel di era 
kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan lebih banyak mengarah 
kepada kebijakan yang bersifat negatif. Kebijakan Turki untuk Israel yang 
bersifat positif hanya ada dua yakni normalisasi hubungan keduanya dan 
pembayaran kompensasi atas bom yang terjadi di Istanbul yang nemewakan 
beberapa warga Yahudi. Sesuai dengan kepentingan nasional negara Turki 
yakni menjadi negara yang berpengaruh di Kawasan Timur Tengah dan 
dunia internasional, maka menjadi negara yang aktif dan responsif dalam 
berbagai isu terutama dikawasan adalah menjadi kunci utamanya.  
Dalam konsep kepentingan nasional bersifat rasional dan fleksibel dan 
terdiri dari empat elemen dasar kepentingan nasional yakni pertahanan 
tanah air, kepentingan kesejahteraan ekonomi, kepentingan tatanan dunia 
dan kepentingan promosi nilai-nilai.Keempat elemen dasar mampu 
dituangkan kedalam lima prinsip politik luar negeri Turki yakni 
keseimbangan keamanan dan demokarasi, zero problem plicy toward 
Turkey’s neighbor, pengembangan hubungan dengan negara tetangga, 
multidimensional, dan rhytmic diplomacy.  
Kebijakan yang dikeluarkan Turki untuk Israel dipengaruhi oleh dua hal 
yakni isu agama dan konflik Israel-Palestina.Isu agama yang menjadi 



































sorotan adalah perihal larangan umat muslim Palestina untuk beribadah di 
Masjid Al-Aqsa serta larangan mengumdangkan Adzan. Dalam kaitannya 
dengan konflik Israel dan Palestina, Turki sangat menyoroti pembangunan 
pemukiman ilegal di Yerussalem Timur dan Tepi Barat, penyerangan 
demonstran Palestina di Gaza, rencana pembuatan Undang-Undang tentang 
pelarangan adzan,, dan pada tahun 2018 Turki resmi menarik duta besarnya 
untu Israel karena membunuh 55 warga Palestina.  
Kebijakan Turki yang mayoritas bersifat negatif terhadap Israel adalah 
pilihan rasional yang paling tepat. Hal ini sesuai dengan analisa yang 
dilakukan oleh peneliti bahwa dengan tidak mendukung Israel memiliki cost 
yang paling sedikit dan benefit yang lebih banyak.  
B. SARAN 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, semoga dapat 
bermanfaat dan menambah ilmu, wawasan dan pemahaman terutama masukan 
dalam merespon kebijakan luar negeri negara lain. Semoga pengetahuan ini 
mampu menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan 
berkaitan dengan topik peneliti dan dapat digunakan sebagai salah satu 
pedoman.  
 ` ` `Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu 
pertimbangan terkait kebijakan luar negeri Indonesia untuk negara kawasan 
Timur Tengah ang notabene rawan konflik. Serta rujukan bagaimana merespon 
kebijakan luar negeri negara lain dan dalam kaitannya dengan keamanan. 
Peneliti sangat menyadari jika ada kekurangan pada penelitian yang dilakukan, 



































maka apabila dilakukan penelitian lanjutan sebaiknya memberikan data yang 
lebih banyak sehingga informasi akan lebih banyak pula diperoleh.  
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